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Peserta Didik yang Tersedia Didik yang Tersedia keluarga tidak mampu sampai lulus 2) Menyusun NPK LNorma Prosedur, Knlena) tenhng pemhenan perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
o koluara ik ma ) Pomenciuito Nomor 32 Tan 202 arian Sandor Tees Poloaran il Pndian
perlengkapan peserta didik ketentuan yang 3) ‘Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
ik Satan Poraia. maga.ma..a tlan i dongan Permendiistek Nomor 9 Tanun 2023
4) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian pembelajaran didik 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini,
i Sasa o drang
Daya tampung satuan | 1.01.02.2.03.0040 | 1.01.02.2.01.0001 | 1.01.02.2.02.0001 | 1.01.02.2.04.0044 - Jumiah Sekolah Baru yang Telah| Unit h yang unit sekolah baru 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat,
pendidikan bagi anak Baru (USB) Terbangun ibangun melalui pembangunan Unit Seka\ah Bam (usB) kebutuhan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school. Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
usia sekolah 2) Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3) Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Manenoa
4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Peraa, Sekolah Menengah Ates, dan Sekolah Menengan Keur
5) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada F'enmdnkan Anak Usia Dini,
Jerang Pendidan Dasa, dan Jnjang Pendkan Menengah
6) Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidian Dasa,dan Jenjang Pendidkan Menangan
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1.01.02.2.03.0051 | 1.01.02.2.01.0051 | 1.01.02.2.02.0014 | 1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang |Jumlah Ruang Kelas Sekolah | Ruang di daerah yang kelas kondi satuan 9 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat,
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Sedang/Berat school. 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah
Dasar,Sekolah Manengah Peraa, Sekolah Menengah Ates, dan Sekolah Menengan Keu
3) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada F'enmdnkan Anak Usia Dini,
on Jerjang
4) Pevmenmkbudnstek Namar 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidian Dasa,dan Jenjang Pendikan Menenga
5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku.
1.01.02.2.03.0042 | 1.01.02.2.01.0019 | 1.01.02.2.02.0030 | 1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, | Terlaksananya Jumiah Sarana, Unit melalui pemeliharaan rutin kelas pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1) Peraturan 48 Tahun 2008 g Pendidikan,
Ut Sekcian Rutn Sarana, Uitas Sekolan yang danruang Kol  satuan pencihan Persturan Pemeritah Nomor 18 Tanun 2022
Prasarana dan Utilitas Dilaksanakan Pemeliharaan 2) Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Setotan Pendidian Dasar dan Jnjang Pendidkan Menengah
3) Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini,
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Relompok I Kode Sub Kegiatar Sub Kegiatan
Ne Indikator Indikator Prioritas SPM Akar Masalah PAUD SD SMP_ Kesetaraan Non Jeniana Nomenkdatur Kineria. ikator Satuan Deskriosi Overasionalisasi NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan Kriteria)
Pendidik dan tonaga - B B 701.02.2.04.0030 B Fasiitasi Komunitas Belajar | Komunitas Belajar Pendidik | Jumiah Komunitas Belajar | Komunitas | 1) Pembentukan komuritas belajar dan memastian gurs, dan Kepada komuritas belajar (MGMP, MKKS,MKPS dan Tain-fain) Gan numerasi Guru (KKG Jaran (VGMP)
kependicikan belum Pendidic da dan Tanaga Pendidik yang | Pendicik dan Tenaga Pendicik pendicikan orsobut T tenaga kependidikan 2 P
optimal dale Kependidicr (erfasiltasi yang terasiitasi Kompetansi guru sebagai pendukung palaksanaan kegiatan komunitas belaar ) et o Petgera Koo Bl
melalaskan kogiatan 2) Fasiitasi comunitas untuk Komunitas belajar calam hal penyeciaan narasumber, serta sarana dan prasarana
refioksican perbaikan arngaan i oyanan plng sedi 1 (sa) ol G  anar) e | poRdukud (11 pancan pomaianah s acaan st S e erat Horas, o o sk bona rmeras)
pombelajaran omunit yang telah dibentuk
Kuaitas pembelajaran B B - 701022040025 E Pangembangan konten digital |Terlaksananya konfen | Jumlah konten digita uniuk pada apikasi bidang untuk bortukar pikiran Peraturan Menter Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Toknologi Nomor 47 Tahun 2023 terfang Standar Pengelolaan
untuk pendidikan digtl untuk pendicikan | pondidikan yang elah pendidikan mendukung . ol Pendidikan Anak Usia Din, Jerjang Pendiikan Dasar, Dan Jenjang Pendicikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
- Mengadvokasi guru berbagi praktik baik dalam bentuk konten digital pada platform yang disediakan oleh Kementerian
- - - 1.01.02.2.04.0026 - Aplikasi latihe Jumiah peserta pelatihan Orang ndidik dan 1. Melakukan ‘topik dan tema pelatihan terkait aplikasi/platform bidang pendidikan bagi pendidik dan 1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Bidang Pendidikan likasi di i bidang aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran tenaga kependidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
bidang pendiikan pendidikan yang dlaksanakan telas bidang pendickan Pendidikan.
3. Mendorong satuan pendidikan 3) Peraturan Menteri Pondidikan, Kebudayaan, Risat dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman
pendidikan fain Pengadaan Barang Jasa oleh Satuan Pendidikan merupakan acuan bagi Safuan Pendidikan
4. Malakukan supenvisi dan evaluasi bagi pendidik dan | 4) Peraturan Menter Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tenfang Standar
tenaga kependidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat
5) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R\set uan Tekno\og\ Nomor 12 Tahun 2022
» istem inormasi
. B E 701022040046 E Proses Jmiah g [Pessrta didk [Fasiiasi T Melakukan Terstandar bagi peserta idik, Beriaku ) Peraturan Nenter Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 fentang Evaluasi Sistom
Belajar Bagi Peserta Dick | Belajar Bagi Peserta Didik | Menyelenggarakan Proses Mendikdasmen yang beriaku 2. Melakukan pelaksanaan asesmen torstandar bagi peserta dic, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku | Pendidikan.
Belgar - Meltkan belapornassmenrstandar bl esra i, s dengn s Hendidasmen g ok 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rist dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses
4. Melakukan pemantaatan h i peserta ik, yang beriaku Usia Dini, dan Jenjang (pasal 2 ayat 1, pasal
9-18)
3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rist dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendicikan
4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rist dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendicikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat
4
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rist dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikuium Paca
Pendidikan Anak Usia Din, Jenjang Pendicikan Dasar, Dan Jenjang Pendlcikan Menengah (pasal 29 ayat 4)
6) Peraturan Wendikciasmen terkat layanan asesmen terstandar, yang berlaku
7) Peraturan Mendikdasmen terkait sistem penerimaan murid baru, yang berlaku
dukungan untuk proses bof T Satuan pendidikan,termasuk diskus dengan | 1) Peraturan Nenter Pondidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor § Tahun 2022 tentang Evaluasi Sstom
Ut Loy Dieiins o ssesmon pesets 6k datiiss Pendidikan.
b) Menyusun rencana dan strategi pembelaj lavan yang efekiif dan efisien prakarsa, ke Peraturan Menteri Penmmkan Kebudayaan, Riset dan Tekno\oﬂl Nomov 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses.
dan kemandirian peserta didik secara optimal i s (pasal 2 ayat 1, pasal
belaj Aar 9-18)
‘13"9 interaktif, inspiratif, menyenangkan menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberil 3) Peraturan Memen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan
vits, Gonaan bkt v, o pasembangen . corspsselogis el Pandi
ponera gk ) Peraturan Monter Poniikan, Kobudayaan, Riset den Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 enang Sandar
9 Mok ol slsnaan et prilfons s pndician Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menangah (pasal 21 ayat
tingkat satuan pendidikan 4)
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kunku\um Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2¢ it 4)
o Peratran Drekr Jondos Cursdon T enag Kependhan Kementotan Sonddin, Koboamyaan Fisel dan
Teknologi Nomor 26216/B/HK.04.0112023
. B E 70102204 0027 E Porencanaan, | Terlaksananya Koordinasi, | Juriah Dokumen Flasi Dokumen Pendampingan kepada Satuan Pendidian Nonformal (SPNF) untuk penguatan | 1. Melakikan pendalaman dan kaian Gperasional ~a saat in tersedia | 1) PP no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidian
valuasi . mbuatan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) sesuai pada kesetaraan 2). PP no 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Loy i idang P |Evlas Layanan  Bidar | Supevs an Evlasi Loy Karaiterst Siswa dan Sekolah 2. Melakukan sosialisasi Kurikulum O 1 Satuan Pendidikan (KOSP) yang 3). Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL
Pendidic i Bidang Pendidikan 3. Fasiltasi pelatihan bag: Kurikulum O J Satuan Pendidikan (KOSP) 4), Permencikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi
5), Pormendikbudrstek. nomor 16 tahun 202 tentang standar proses
o)
7 1 2
o) a7 peng
9) eputusan Menteri Pendidican, Kebudayaan,
Rt o Toloelog Nomr SGME155 i Podoman Parerapan K bearsRangte Pematian
Pembelajaran
Kecukupan buku teks B B B 701022040057 E Parlengkapan Dasar Buku | Peserta Didk Menerima | Jumiah Buku Teks dan Non [ Buku PergaGaa bk ok G Pon ks BT sl Gnganpraranyan] ) akuan GerasKobihan bRy Gocaan ks Ga oo arrianpenauan a6 nmores 1) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2017 tenfang Sistem Perbukuan
dan non toks yang Toks dan Non Toks Peserta | Perlengkapan Dasar Buku | Teks yang Diterima Peserta berlaku 2) Malakuikan dentifasi sasaran intervensi satuan pendidikan penerima buku bacs 2) Peraturan Tahun 2019 tentang Nomors Tahun
berkualtas Didik Toks dan Non Toks ik utama Pendidikan | 2017 tentang Sistem Perbukuan
Pancasia dan buku nonieks ) Prsran erior Dol Noge oo 22 Tahn 2020 Tetng Taa Cara e Sana Dt dngan Pk
4) Melakukan pendistribusian buku bacaan teks dan non-teks ke satuan pendidikan
. Molauan supons an vl pmanaaan K ks Gan on-ks rmask pamaniatan bk ook 5 Perauran Mo Pendidian, Kebuyaan, Riet dan Tokologi Normr 12 Tahun 2024 tentng Kurbulum Paca
yang pemerintah, a.. by Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4)
5) Peraturan Juknis DAK Fisik yang beriaku pada tahun berjalan
netapan Buku Teks dan Buku Nonteks
7) SK Ka. BSKAP tentang Penapan Harga Eceran Tertinggi Buku Toks dan Buku Norleks
Peraiatan TIK dan alat - B E 7.01,022.04.005 E a Poraga | Jurian Poraga |Paket Pongadaan poralatan TIK dan alat prakii belaar feras: dan numarasi ) Velakilan pendataan satuan pendidikan yang belum memiiki peraiatan TIK dan alat prakik belaja eras dan numerasi | 1) Peraturan Menter Dalam Neg
praki beljar lterasi Poraga Poserta Didk Poserta Didik Pserta Didik Nonformall 2) Mengusukan satuan pendicikan yang belum mormilik peralatan TIK dan alat praltk belajar teasi dan numerasi untuk | tahun berialan
dan numorasi Nonforma / Kesstaraan Tersodia enerna OAK ik aritaysumoorpondanaanan eng el 2) Peraturan Mentor Pondicikan, Kebudayaan, Risa dan Telnologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada
Tersodia dal TiKa dan numerasi bagi satuan Pendidikan Anak Usia Din, Jenjang Pencicikan Dasar, Dan Jenjang Pencicikan Mensngah (pasal 29 ayat 4)
e yang ot e porsan e 3) Peraturan Juknis DAK Fisik yang beriaku paca tahun berialan
dan numorasi sesuai peraturan porundang-undangan
supervisi dan 1 pemanfaatan, TIK dan
numerasi
~Pomahaman dan - B E 701022040016 E Pombinaan Kelombagaan dan |Terlaksananya Pombinaan_|Jurah Sekolah i Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan | iim Keamanan:
sistem pelayanan Manajemen Sekolah Pendidikan rasa aman s¢ Jal Kebijakan tentang pac Nomar 12 Tahun 2022 tentang 8ab Vil Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan,

pendampingan terkait

sistem pelayanan
pendampingan terkait
kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi
terhadap ekonor
gender, fisik, agama,

terutama terhadap

Nonformal/Kesetaraan

yang
Manajemen Sekolah Dilaksanakan Pembinaan

pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta
pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan

- Ikim Kebinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah
intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan

el soclahGan T Panceganan dan Poranganan Kkerssan (TPPIQ
- Memasiitasi pembentukan TPPK dan pelaksanaan tugas TPPK i satuan pendidikan

rinasi gon nsans trt

Mrssonpotron i o s yans mancuton i éomanen & ingngan satuan penidkan
tor

- ki Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan program
. cerdas

jadi kasus terkait Ikim keamanan di lingkungan satuan pendidikan

Ikim Kebinekaan:

3) Peraturan Pemeriniah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasiona Pendidian
101 Tan,

Tormadap Anak.

6) Peranjan ke e

PPA, Kemansos, KPAL Komnas HAIL

1109 12023 Nomor 4
IRGHENKD 12025 Nomor 006 K. 00 PKSX 12025 Namar BPKS KND 10 2025
Ninima,

. modul, dan todul Wawasan

al
o1 s weate, podcast sarinr,
) Menyusun peraturan atau tata tertb yang mendukung kebinekaan di ingkungan satuan pendidikan
3) Menyiapkan kanal aduan/iaporan apabila teradi kasus torkait isu kebinekaan

dim Inklusivi

Pasira Nomr 70 T ToTa Penddian
el Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat s

7 Prauran e Pondelkan, Kebudayaan. e dan Tokncog Nrr 18 Tahun 206 tontang Pangenalan Lingkungan Sekiah Bagi
Siowa Baru.

9) Peraturan Mentri Pendidian, Kebudayaan, Risel dan
Pencidi

10)Poraturn o Pecidn, Kabudayoan R, do T Tanun
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendid

ogi Maimal

Pendidian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 492023 tentang Petunjuk Teknis

yang sesuai bagi peserta ik penyandang disabiltas dan cerdas istimowa bakat stimewa
a layak ketentuan

yang berlaku

layanan khusus d pendidikan (a.\. anak yang berhadapan dengan hukum, masyarakat
adat. anak ortanta,can seenisnya)

ULD (unit L

bagi peserta

alat peraga

Kebudayaan, Rsat, dan Teknciogi Tanun

ndiican “dan Pendicican

Tingg.
13) s merdekacarikekerasan kemdikbud. 4o i




Kelompok

Sub Kegiatan

I Kode Sub Kegiata
Ne Indikator Indikator Prioritas SPM Akar Masalah PAUD SD SMP_ Kesetaraan Non Jeniana Nomenklatur Kineria indikat Satuan Deskriosi NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan Kriteria)
. ST B - B 1.01.02.2.04.0031 B Pemberian layanan Teriayaninya satuan Jumiah kegiatan pendampingan | Kegiatan Layanan i Layanan iim Keamanan:
cerdas dan berbatat g satuen o) sotuen pervicika i, Penaranon borbaga pos satuan p . kekerasan paks Noror 12 Tanun 2022 tentang Soksua, Bab Vi Poncaganan, Koordns., dan Pomantauan
istimewa h: ncegahan perundungan, dengan pe dy dan kebijakan k. Tahun 2021 tentang ‘Pendkdian.
perundungan, kekerasan, dan | kekerasan, dan inoleransi | kekerasan, dan inoleransi i Kemanan:Pembotan opann psikologis dan sosial pesort o Tethaden Ak
intleranst oneikan ok moneegan b don avernson sokoopada sk |pancan
minimal 1 (satu) kal dalam 6 (enam) bulan o o g g Frbn oran 5 eronjan Kemenas, KemanPPA, Kamensos, KPA, Komas HA,
~ iim Kebinekaan tereait o e s frslion o 1108 12025 N 4 )
pendidikan IPKSKPNIO 2023 Nomor 06 KL 00 PSIX 1202 Nomor. TAPKS KN 0 2023
mendorong kebhinskaan minimal 1 (sat) kal dalam 6 (enam) bulan Layanan Pendampingan untuk Iim Kobinokaan: Tabun 2021 el
iim nklushitas: Pemberian layanan g bebas dari dongan memastikan Nasionat Nomor 70 Fendatan
pendidikan untuk peningkatan layanan disabiits, cerdas dan berbakat pemanuhan hak anak di satuan pendidikan. i otens Kocardosa danata Baka imors.
istimewa, dan penerimaan disabiltas minimal 1 (satu) kel dalem & (enem) dalam menciptakan yang Do " Kobadayasn Rist, dan Toknlogi Noror 18 Tahun 2016 tentang Pengaralan Lingkungan Skclah Bgi
bulan 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Minimal
Fonciokan
Layanan Pendampingan untuk Iim Inkiusivias 0 Porauran Menter Ponidan, Kobudaysan, Rsat, dan Tl Taun
peserta didik dan pesert
Istimowa Berbaka ltimewa) i satuan pendiian 1) Koputusan Skrtarsdandorl Kemeniran Pndidan, Kebucdayaan, Risot,dan Tonoiog Nomor 902023 tntang Ptuiuk Tkt
dengan hambatan Kebudayaan, Rsel, dan Teknolgi Tanun
o) kademik, berupa pengayaan “dan Pendiikan
satuan pendiikan. oo,
— dan sosial omkbud gois
pendidkan
terkait tata yang nklusit
B B B 701022040042 E Bimbingan Teknis, Polatinan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta Bimbingan | Orang - Keamarer: e an apasta, B o e ek ) Vlolestar Flan pararten o Kamarerar ok ol oot curs Gy srha parosbn
dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pe\atman dan/a‘au Teknis, Pelatihan, dan/atau pengt peni di satuan pendidikar Nomor 2 Salaual, Kaonfiansl dens Perasimn.
Ponigtanapaia Bidag VogangP Magang/PKL untuk Peningkatan okmon T4k ser pama dnam angke pondhon toschaan ) Vean ko orina o St as epad gtk moogif peaian mandi 1 Pt Komertain. sra ahun 2018 trtng il
Permaarn Kapasias | Kapasiae icana P - Kim Kbinlaan:Peinglaan apasiasguudananagaapendidhan | sosasasimod PancagahandanPenanganan Kokerasan, modl Wawasan Kainlaan Globa an modl ROOTS andr T R
Bidang Pendidikan yang diaksanakan pencegahan intoleransi, dukungan Platiorn
iim inklusivitas: Peningkatan kapasitas guru o aman 6 Pranian Kemenas KamenPTA Kemnsas KA Kanos ol
peningkatan layanan disabiltas, cordas dan dan pelatvan di fuar Pltiorm 20 Kannas Dbl Tentng gl = an
disabitas latn sekolah yang Kondusitcan IKIUSt, |0 NG 36 omor 008 K. 0o K 12655 N TAPRS KDL 101208
sosialisasi, seminar, wobinar, il dalam penanganan ot o
etersean. pongustan ebekann.San perighosn Sy vang ot oo Fenctan
polatinan, seminar, webinar ayanan Disabitas. |V Potens Kecorsasn i oo
) P i o, Kt it dan TonclogiNoror 18 Tahun 2016 tentang Ponganlan Linghungan Soclah Bgi
St o
5 Potatran itar Pandin, Kobudayaan, Rt dan Miinal
Penciaban
Kebudayian, Rt dan Toknlgi Taun
Kokorasn i Lngungan Satuan Poncii
1) Keputusan Seitars Janderl ereniaan Penikan,Kobudayaan Rist,dan ToknclogiNoror 42023 tatang Peluruk Tk
Kabsdugaon Bt don Toocio Tanun
) an Pendiiian
oo,
5 s merdekacarhekerssan kemkou go s
Pemenuhan gizi 1.01.02.2.03.0025 | 1.01.02.2.01.0038 | 1.01.02.2.02.0051 | 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, | Terlaksananya Koordinasi, |Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Koordinasi penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik penyediaan bagi peserta didik, gizi, kesehatan, | 1) Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
poserta didk i . encanaan, gan ain-ain 2) Peraturan Pemarintah No. 28 Tahun 2016 tenlang Kerja Sama Daerah
Layanan di Bidang Pendidikan | Evaluasi Layanan di Bidang | Supervisi dan Evaluasi Layanan terkait dalam ) di satuan pendidikan 3) Peraturan Memen Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran
Pendidikan di Bidang Pendidikan terkait dalam bersih di Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah
4) Pevmenmkhudﬂstek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiyaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang
Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
701022050002 | 101022,01.0006 | 101022020012 | 10102204 0052 - 3 Sarana, Jumiah Sar Gnit makanan | 1) Melakukan anal o enydiaen atarer b possta gk | 1) ooy Pandidian,
Prsarac o U Socon Uil Sk song |t Sekman yang Telah bergizibagi peserta didik di satuan pendidikan Ja Peratr
sabunana mengl, sarana penge\a\aan ﬁamyah e oot donaniain 2) Permenmkbudnstak No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiyaan paca Pendidikan Anak Usia Din, jenjang
2) Monyus ordinasi den prasarana atas
odan makansn berg oghposerta S Permencibodretes No. 2 Tann 2023 otang Sandar Sarana dan Prasaranapaca Pandidian Ans Usia i,
3) Malakukan surve kelayakan pemenuhan prasarana at bergizi bagi peserta | Jenjang Pendidikan dan Jenjang Pendidikan Menengah
ik
kebutuhan sarana dan pr ketentuan berlaku
1.01.02.2.03.0045 | 1.01.02.2.01.0048 | 1.01.02.2.02.0024 | 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan | Unit Rehabilitasi prasarana pendukung terkait penyediaan makanan bergizi bagi 1) Melakukan analisis kebutuhs
) Sarana, Prasarana dan Utlitas | Utilitas Sekolah Utilitas Sekolah yang Telah peserta didik di satuan pendidikan pendidikan, antara lain: infrastruktur ruang makan siswa (Opsnonal) ruang transit makanan dan lain-lain
| Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat | Direhabilitasi Sedang/Berat 2) Menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait atas penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana atas
penyediaan makanan bergizi bagi peserta ik
*) Rehabilitasi Sedang/Berat 3) Melakukan survei kelayakan pemenuhan prasarana atz bergizi bagi peserta
Sarana, Prasarana dan Uiitas didk
PAUD asi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan berlaku
. . E 701022040028 E Sosialisas! dan Advokasi Kegiatan | Jumiah kegatan Dokumen ‘dukasirilaiila dalam penyediaan makanan |- Melakukan sosialisas erkai ecukasi niai-nlal dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta ddik (Periaku Fidup Bersih | 1) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 fentang Penguatan Penddikan Karakier
Kebiakan Bidang Pendidikan _|sosiaisasidan acvokasi | acvokasi kebijakan i bidang bergizi bagi peserta didic SehallPHES, budaya anir, berdoa, makan seha, izi, dan ain-lain) 2) Peraturan Menteri Pendicikan, can Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekert
kebijakan di bidang Pencidikan yang diaksanakan e makanan bergiz bagi peserta dicik 3) Peraturan Menteri Pendidikan, can Kebudayaan No. 20 Tahun 2016 tentang Penguatan Pendidikan Karakder Pada
Pendidikan Satuan Pendidikan Formal
2 |Lierasi dan ) Rata-rata kemampuan | Pemenuhan pendidik B T.01.04.201.0001 | 1.01.04.2.01.0001 B B Porhtungan dan Pemetaan | Tersedianya Dokumen | Juriah Dokumen Flasi Dokumen Tenaga | 1) Melakian analisis formasi pendidi da tenaga kependidikan menggunakan apikas: dart Kermendikdasmen ) Undang-Undan Namor 20 Tahn 273 et Aot Sl Nogars
Numeras Uterasi SD berdasarkan | can tenaga Pendidic dan Tenaga Hasi Perhitungan dan | Perhitungan dan Pemetaan Kependicikan paling seciit 1 (satu)kal dalam 1 (o) tahun 2) Menyusun laporan hasil pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kepencdicikan un 2010 tentang Neger Sipl
Asssmen Nasional Kependiikan di satuan Kependidican Sat Pomotan Ponican | Ponican Tenaga 5 beratran 19 Tahun 2017 tentang eratran Pomeitah Nomor 74 Tahun 2008
2) Rata-rata kemampuan | pencidikan Pendidikan Dasar, PAUD, dan |Tenaga Kependi Kependicikan Satuan Satuan 4) Peraturan 49 Tahun 2018 tentang
Numerasi SO berdasarkan icikan Sovo Petan sasar, | Ponikan Dosar. PAUD. 5) Peraturan Menteri Pencidikan 15 Tahun 201 Baban Kera Guru,
Asssmen Nasio NonformalKesetaraan PAUD, dan Pendidikan | Pencidica Kepala Sekolah, dan Penganas Sekoia
3) Rata-rata kompotensi ) Peratsan i Pandtan con Kebutayaan orr 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, 5D, SHP, SWA dan
Literasi SMP berdasarkan - 1.01.04.2.01.0002 | 1.01.04.2.01.0002 B B Penataan Pendistribusian | Teriaksananya Penataan | Jumiah Laporan Hasil Laporan Distribusi pendidik dan tenaga berkualitas 1) Melakukan tenaga hasil analisis formasi menggunakan aplikasi dari
Asesmen Nasiona Pandidi dan Tenaga Pandistribusian Pendidk | Pelaksanaan Penataa pendidi dan tenaga kependicikan Kemendidasmen ) Peataan e Pendtan 40 Tahun 2021 sebagai Kepala
4) Rata-rata kompetensi Kependidikan bagi Satuan | dan Tenaga Kependidikan | Pendistribusian Pendidik dan 2) Menyusun laporan hasil pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Numerasi SWP berdasarkan Pendidkan Davar, PAUD, dan | Satuan Sessan Pondidikan | Tonags Kependidian Satuan 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rist dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Asssmen Nasional ocidikan Desar, PAUD, dan Pendhgican Dasar, PAUD, dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendicikan Dasar, Dan Jenjang Pendicikan Menengah (pasal 21 ayat
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Pendidikan 4)
9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tontang Akomodasi yang
Layak untuk Peserta Dicik Penyandang Disabiltas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Din Formal, Pendicikan Dasar,
Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tingg!
10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi irokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional
1) Porotran i Perdyaginaan Aprr Negra do s ke Nomo  Tahun 2024 riang
Pengadaan Pogavai Aparatur Sipil Noga
12) Keputusan Menter tan Fungsional
Gt abein Fungsiona Pongawas Sakc. abatan Fongslons Pamong Bolfr i Jobasn Fungsions Ponlk
13) Peraturan Diredur Jenderal Guru dan Tenaga Kepencidikan Kementerian Pencidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 4831/8/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka
Bolajar pada Satuan Pendidikan
14) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Te 4338/B.B1/HK. Jukr
Ponugasan Guru sebagai Kopala Sekolan
15) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pomenuhan Guru Pombimbing Khusus
- 701022010026 | 101022020039 E E Pyl Parddh | Perdkan Tevaga | Juiah P do Teraga | Orang Pengajuan formasi dan penyediaan guru ASN sesual dengan ketentuan qura dan & Rasi s G| Undans - Undang e 20 T3 2025 i Aorar Sl Negar
Tersed: peraturan perundang-undangan Kemendicdasmen 9 Tahun 2018 tentan
Satuan Pendidikan Sekolah | Satuan Pendidikan Sekolah | pac Satuan pm.m.. oo Kepaca ) beratran e Pencaysounaan Aparair Nogha don Retomast ek Nomor & o 2024 oy
Menengah Menengah nengah tenag epenidan Ketentuan peraturan perundang-undangan Pengadaan Pegawai Aparatur Siil Negar:
Pertama Pertama Pertama mekanisme pengisi a plikasidari 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPD pada TK. SD, SWP, SWA, dan
SMK
Penyediaan guru pendidikan khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan 1da satuan pe peserta didik jika belum | 1) Peraturan Menteri Pendidikan 15 Tahun Beban Kerja Guru,
pendidikan yang melayani peserta dicik penyandang disabiitas tersedia Kepala Sokolah, dan Pengawas Sekoiah
! da melali peningkatan hsus 2) Peraturan Menteri Pendidikan Tahun 2023 to ik Posert

K
Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengah, dan Pendidikan Tinggi

3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat.

4) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus
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Relompok I Kode Sub Kegiata Sub Kegiatan
Ne Indikator Indikator Prioritas SPM Akar Masalah PAUD SD SMP_ Kesetaraan Non Jeniana Nomenklatur Kineria. Indikator Satuan Deskriosi NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan Kriteria)
Penugasan gura E T0102.201.0027 | 1.01.02.2.020040 - - Pangembangan Karir Pandidi |Pendidk dan Tenaga | Jumian Pondidik dan Tenaga |Orang Penempatan gura yang memenut persyaratan sebagal kepala sekolan ) Welsukan pemetaan o, ot ) Peraturan Nentor Pendidikan 40 Tahun 2021 sebaga Kepala
sebagai kepala dan Tenaga Kopendicikan quru Jatihan stansiperina | Sekolan
sekolahpendamping P Sauan perashan | Wendapatian Fasifas |Faitas Karaha berdasarkan ketentuan peraturan peruncer 2) Peraturan Menteri Pondicikan, Kebudayaan, Risa dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tontang Standar
Satuan pendidikan yang Sakolan Dasar/Sekolan Kenaika PangkatGolongan, Pemberian undangan Pengeloiaan Pendidikan Anak Usia Din, Jenjang Pondicikan Dasar, Dan Jenjang Pondicikan Menengah (pasal 21 ayat
memenhi persyaratan Promosi, Peringkatan supenisi dan » 4
Pamberian Promosi, Kompatonsi dan Kualfikasi 3) Peraturan Mentori Pondayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubiik Indonesia Nomor 21 Tahun
Peningkatan Kompetensi 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
dan Kualfkasi 4) Keputusan Diektur Jonderal Guru dan Tenaga Kependidikan Noror 4336/8.81/HK,03.01/2024 tentang Petunjuk
Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekola
pendamping satuan | 1) Melakukan pemetaan apiasi 1) Peraturan Nenter Pendidikan, Kebudayaan, Rise! dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tenfang Standar
pendidikan  untuk mengikut pelatihan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendicikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat
Instansi Pembina. 4)
jang pendamping satuan 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Repubik Indonesia Nomor 21 Tahun
perundang-undangan 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
4 Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pendamping saluan pencidikan
Fasias! guru untuk meningkatkan kuafikas! akademk - Vang dibutunian ) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Peryslenggaraan Pendidikan
Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pendicik can tenaga kependicikan 2) Perat 19 Tahun 2017 tentang Poraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
pendidik dan tenaga kep o Kompetensi {entang Guru
3) Peraturan M'MBH panmmkan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomov 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar
pendidikan guru, ac Perauran Pemerinah dalam
onghasikan gurs proes
Tatran Neriot Pondidian, Kebudayaan, Ristcan Toklogi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Siandar
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Din, Jenjang Pondicikan Dasar, Dan Jenjang Pondicikan Menengah (pasal 21 ayat
4
Pendidik dan fenaga B 701022010049 | 101.022.020060 E E Bimbingan Teknis, Pelatinan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumlah Peserta Bimbingan | Orang Fasitast pendidk o r 1) Undang - Undang No 14 Tahun 2005 entang Guru dan Dosen
kependidkan belum dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatihan, dan/atau | Teknis, Pelatnan, danjatau  Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pendiik can tenaga kependidikan 2) Peraturan Menterl Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standr
optimal dalam Peningkatan Kapasias Eidang |Magang/PKL i Magang/PKL untuk Peningatan “Menyusun laporan pendick can tenaga kepencidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi pencidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan PemerintahG dalam
melslakan Pendidikan Peningkatan Kapasitas | Kapasitas Eidang Pendicikan esional
pengembangan Bidang Pendidikan yang diaksanakan 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rist dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
keprofesian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendicikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat
berkelanjutan 4
4) Peraturan Direur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 2626/8/HK.04.01/2023 tentang hlodel Kompetensi Gur
5) Keputusan Direkiur Jenderal Guru dan Tenaga Kependicikan Nomor 3335/B.81/HK.03.01/2024 tentang Pedoman
Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan bagi Pendicik dan Tenaga Kependickan
6) Program Guru Belajar Mult Seri, Portal Resmi Guru Belajar
tpsilayogurubelajar kemdikbud go.di
Belum optimalnya - 1.01.02.2.01.0041 | 1.01.02.2.02.0054 - - Fasilitasi Komumlas Beia‘av Komunitas Belajar Pendidik | Jumlah Komunitas Belajar Komunitas 1) Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, ., dan. kepada ke it belajar LMGMP‘ MKKS‘MKPS dan lain-lain) dan numerasi 17 Standar Operasional Mata Pelajaran (MGMP)
kogiatan rofeksi dan Pendidik dan Ter dan Tonaga Pendidik yang | Pendicik dan Tenaga Pendidk pendidikan out tenaga kependidikan
perbaikan Kependidikan terfasilitasi yang terfasilitasi kompetensi guru sebagai Denduku"g Dslaksanaan Keq\atan Komumtas belajar 37 Euku Saku Penggerak Komunitas: Ee\a‘ar
2) Fasilitasi untuk iatan komunitas belajar dalam hal penyediaan narasumber, serta sarana dan prasarana
pendidi dan tenaga arnghakan i oy palng et 1 (sl  aner) e | pondukund (s panduon povantana bocsa b, bk s, 0o s sk o e
kependickan g telah cbentuk
Kuaitas pembeljaran B 701022010036 | 101022020049 - E Pangembangan konlen digtal |Terlaksananya konlen | Jumlah kanten dgil uniuk R pada apikasi bidang v Peraturan Menter Pendidikan, Kebudayaan. Risel dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tenfang Standar Pengelolaan
untuk pendidikan dighal uniuk pendidikan | pendidikan yang toah pendidian mendukung gai konten digital Pendidikan Anak Usia Din, Jenjang Pendidkan Dasar, Dan Jenjang Pendidkan Menengah (pasal 21 ayat 4)
egadiotas g borog il e bk Fnion il ada o ar dsedatan e Kemnirn
- 1.01.02.2.01.0037 | 1.01.02.2.02.0050 - - Pelatihan Penggunaan Aplikasi | Terlaksananya pelatihan Jumlah peserta De\shhan Orang per 1. Melakukan terkait bagi pendidik dan tenaga 1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Bidang Pendidikan likasi di bidany aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran kependidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
bidang pendidian e yang hekeanatan 2 tekeis terkait bidang pendickan Pendidikan.
3. Melakukan supervisi dan evaluasi bagipendidik dan |3) Peraturan Mente! Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman
tenaga kependiikan Pengadaan Barang Jasa oleh Saluan Pendidikan merupakan acuan bagi Saiuan Pendidikan
4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat
9 Prarn St dendr Kemeren Pnddhan ey, et dan Teoes tomor 12 Tain 202
Sistem Inormasi P
» 701022010050 | 101022020058 E - Proses Proses | Jumiah yang [Satuan Fasiita Terstandar sesuai . eta peserta dik, g beria T Pt ertor Peraian Kpuaaysan, st 6o Toknog Nomor 3 Tann 2022 oriang Evavas: S
Belajar Bagi Peserta Didk | Belsjar Bagi Peserta Didk | Menyelenggarakan Proses | Pendidikan | Mendikdasmen yang beriak 2 Nelaokan paakeanaan asoumen rsandar o pesers Gk 50303 ongon poanaran Nandhcasmen ving ey | Pendi
Belajor 3 Mol paporn s ranar g posrs i sl rgen s Moo o ok 2 Peraturan et Pomdta, Koo, e dan il Nomor 1 e 2022 e St Pres
4 elakukan pemanaatan hasi g peserta i, g berlaku |p n Jen (pasal 2 ayat 1, pasal
9-11
5 Porsturan e Pondidian, Kebusyaan, et dan Tekrloi Nmor 52 Tanun 2022 g SancrPelayaran
Minimal Pendidi
4) Peraturan Mentan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Ponglofan P Anak UsiaDin, Jong P Dasar, 03 JrangPendtan areng (55121 st
5 Praturan Menter Pndidan, Kebudayaan, Rise dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 totang Kook ot
e Ana Usia O, g Pndlan Gosar,Oan JonarParidian Honengah (555129 2t )
6) Peraturan Mendikdasmen tekaitayanan asesmen ferstandar, yang ber
7) Peraturan Mendikdasmen terkait sistem penerimaan murid baru, yang bar\aku
Fasilas! dan pemberian dukungan Unuk proses belajar dentiias! peringkaan kual Satuan pendidikan,termasuk diskus| dengan | 1) Peraturan Nienier Pendidikan, Kebudayaan, Risel dan Teknologi Nomor  Tahun 2022 tentang Evaluasi Sstem
Unit Layanan Disabiltas uniuk asesmen peserla dick disabiltas Pendidikan.
b) Menyusun rencana dan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien prakarsa, k Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudsysan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses
dan kemandirian peserta didik secara optimal i Jsia Dini, Jenj (pasal 2 ayat 1, pasal
©) belajar 9-18)
Vargnera, st menyenaran, menanang, memlvas peera il nuk berarisipas i, dan membeian ) PeratuanNenierPrcan, Kebudayoan. st don Tk Nomor 32 Tahun 2022 enang Sindar Ploanan
s, fengan bakat, minat, dan perkembangan fisi, serta psikologis | Minimal Pendicikan
peserta didik 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
d) Melakukan evs\uas\ Pe\aksanaan peningkatan kualitas. pembela}sran di satuan pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat
pendidikan 4
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4)
6) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 26216/B/HK 04.0112023
» 701022010025 | 101022020038 E - Balat dan Jumiah Siswa yang Vengikul | Peserta Didk || Fasiiasi porbinaan dan pelaksanasn kompetsilomba akademik dan non- | 1) Melakukan pemetaan minat dan bakat peserta dck yang berpotensi berbagai Baiktnghat | 1) No.5 Tahun petensi Luusan pada Pendidikan Anak Usia Dini
Kreatias Siswa Lombs akademik baik lngkat provini,nasional, maupun ntemasional provinsi, nasional, maupun iternasional, Jenjang Pendidkn Dasar, dan Jenjang Pendidikan Wenengah
dan Non Akadermic Aademik dan Non Akaderik i 2) 7 Tanun 2024 Talonta Peserta Didik
ik ontuk mongikut nasional,sepert LKS tingat
nasional, FLS2N, dan KOSN
Kompetsi nasional
: 701022010035 | 101022020048 E E Pembinaan Penggunaan | Teriaksananya Pembinaan | Jumlah Orang Grang Pembinaan pedGk da onaga fependdfan Gala pomaniatn I Gongan | ) Moikan doifas kuthan opk daoma pomanaaan TI ik pamblafaran G pogatan stan andean | 1) Pratan erir P, Kobudapan, Rt dan Yoo Nomor &7 Tahun 202 rarg Sandar
Teknolog, Informasi dan | Penggunaan Teknologi, | Mendapatkan Pembinaan mempernatian keadaban digial (dghal ethcs) ngan memporhatian kdaban gt (3gtal eice) Porglofan P Ana UsiaDin, Jong P Dasar, 03 JrangPendtan e (55121 st
Komunikas (TIK) untuk Informasi dan Komunikasi | Penggunaan Teknologi mantaat
Pondidikan (TIK) untuk Pendidikan | Informasi dan Komunikasi (TIK) ) etmon sopanies o oot matsypomarioin T bt ponch da onogs Koponcihin M porrar Dkt e Gurdon Torage Kepordcia Ko Pondian e, o
untuk Pendidikan 2 per
3) Pe uman PembaTIK Tahun 2024 olah Pusdahn Kamdwklwdni!ek
4) Kerangea Kompatonsi T u
B 701022010040 |101.022.02.0060 B E Bimbingan Teknis,Pelatinan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta Bimbingan | Orang Fasiiasi peringhat peratihan atau bimbingan teknis unfuk D) o 1T 305 e S e P Ak U o o
dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatihan, dan/atau | Teknis, Pelatihan, dan/atau kompetensi terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan koding, serta STEM (Science, Technology, Engineering, and Pendidikan Dasar, dan Jemang Pendidikan Menengah
Peningkatan Kapasitas Bidang | Magang/PKL untuk Magang/PKL untuk Peningkatan Artifisial dan Koding, serta STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 2) Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Peningkatan Kapasitas | Kapastas Eidang Pendidkan Mathemaics) Jenjang Pendidikn dan Jenjang Pendidikan Menengah
Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 3) Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pad Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Dasar, dan Jenjang Pendidikan benengs
B 701022010006 |101022020012 B E 3 Sarana, Jumiah Sarana, Prasarana dan | Unit Penyodian sarana dan pasarana yang sesual uniuk mendulung pembelajaran yang mendukung embeiaren mendaiam |4) Pernendudrsik No 25 Tahun 2024 erlang Perusahan tas Peraturan Hentr Penidan can Kebudayaan No.
Prasarana dan Utitas Sekolah |Uiitas Sekolahyang | Utitas Sakolah yang Telah mendalam (Deep Learming), Kecardasan Arfsial dan Koding, sorta STEM | (Doep Leaming), kecerdasan arifisial, koding, dan STEM 15 Tahun 2018 teang Pemenunan Bban Keri Gury, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekol
Terbangun Dibangun pembelajaran mendalam (Deep Learning). Tahun 2024
Kecerdasan Arifiial can Koding, sorta STEM.
- 1.01.02.2.01.0041 [1.01.02.2.02.0054 - - Fasilitasi Komunitas Belajar Komunitas Belajar Pendidik | Jumliah Komunitas Belajar Komunitas Fasilitasi penguatan kelompok embelajaran kepada terkait pembelajaran mendalam (Deep
Pendidik dan Tenaga fan Tenaga Pendidik yang | Pendidik dan Tenaga Pendidik Deep Learning, Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM Learning), Kecerdasan Artifisial dan koding, serta STEM
(erfasiltasi vang terasitasi
E 701022010028 |101022,02.0041 E E Pambinaan Kelombagaan dan |Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Sokolah yang Fasiasi Terkait pembelaaran
Manajemen Sekolah >embinaar Pendidikan yambela‘aran mendalam (Daep Leammg) Kecerdasan Amﬁsla\ dan Koding, mendalam (Deep Learning), kecerdasan Artifisial, Koding, dan STEM

fenengat
Atas/Kejuruan/Pendidikan

Manajemen Sekolah Kelembagaan dan manajemen
Menengah Sekolah Menengah

Khusus. Khusus

serta §




Kelompok

Kode Sub Kegiata
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Mol indikator Indikator Prioitas SPM Akar Masalah PAUD ) Sup Kesstaraan | _Non Jeniang omenkiatur Indikator Satuan Doskriosl o Gan Kiiteria)
Kecukupan buku toks - T0702.2.01.0045 | 1.01.02.2.02.0061 B B Pertengkapan Dasar Buku | Peserta Didik Menerima | Jumiah Buu Teks dan Non | Buka PorgaGaa ok G on ek e soal dnganpraran ] ) Wakuan HerfasKeufan bRy bocaan s dan s peruangponguaan e G nmora ) Undarg - Undang Nomor s Tarn 2017t oy eroatien
dan non teks yang Teks dan Non Teks Peserta | Periengkapan Dasar Buku | Teks yang Diterima Peserta berlaku 2)olkukan centfasi sasran nerensi satuan pencician poerima uku 75 Tahun 2019 tentang Nomor3 Tahun
verlaaiitas eks dan Non Teks idik wama Pendidkan |2017 tantang Sstom Porbukva
Pancasila dan buku nonteks ) earsaan Vi Dl Negor Nomr 22 Tahun 2020 Tontang Tata Gara Korja Sama Daerah dangan Pihak
4 Melakuikan pendistrbusian buku bacaan teks dan non-teks ke saluan pendidikan
. Molaukan supons dan ovalua emadap pomaiaalan uku ks dan non ks, rmask pamariatan bk lorori :) Pem\uvan e Pondiian,Kebudayaan, iset dan Teklogi Nomer 12 Tatun 2024 onang Kk Paa
yang telah isediakan oleh pemerintah, misainya: b atau Ruang Public di Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 20 ayat 4)
o Paratara et Ay ks e oo
Penetapan Buku Teks dan Buku Nonteks
7) SK Ka. BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nonteks
B . . B 7.01.06.2.01,0008 | Penyusunan, Penerbitan, dan B Van B Program Penyediaan dan Pendistibusian Buku Cerita Ralyat Dasrah Pt doerah by melen vy e sbega bkt - Undang UrdangNomor 24 2563 eiarg Bendor, B, Gan Lo Nogars, s Lag, ebangsaan
Pendistribusian buku-buky | Penerbitan, dan yang disusun, dierbitkan, dan Penunjang Literasi merupakan angkaian akiitas mulai dar diseminas, 4. Diseminasi prograr ing map baik secara terul 2. Peraturan tahun 2014 tentang mbinan, dan
berbahasa daerah penelapan, pencelakan, pendistribusian, pengelolaan, dan pengimbasan buku |lisan. Sacirs serta Penngkatan Fungsl Banasa ndonssia
berbahasa daerah pemerintah daera 2. Penetapan buku ceria rakyat yang akan dicetak melalui petunjok 3. Peraturan Presiden
' pemerintah | teknis Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
pusat. 3. Pencetakan buku cerita rakyat berbahasa daerah tepilh, 4. Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
o Terpilh kepada anak d " Komunitas |5. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia
beranggotakan anak dan pemuda. 6. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraa
5. Pengelolaan ag menunjang kecakapan |7 2 , Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah
berbahasa daerah anak dan pemuda. Serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku
6. Pengimbasan program melal berbagl prakik baik dengan wilayah lain.
Peratatan TIK dan alat B 7.01.02.2,01.0055 | 1.01.02.2,020067 B B Pengadaan Alal Prakiik dan | Alat Prakiik dan Peraga | Jumiah Alat Prakik dan Peraga | Paket Pengadaan peralatan TIK dan alat prakik belajar feras dan numerast 1) Melakulkan pendataan satuan pendidikan yang belum memilii peralatan TIK dan alat prakik belajar ferasi dan numerasi | 1) Peraturan Menteri Dalam Neg
prakik belajar fterasi Peraga Peserta Didik Peserta Didik yang Tersecial Peserta Didk yang Tersedia 2) Monguslkan sauanperihanyan bl meiii oraan I dan aa ok blarora|dan nmors ik | ahun b
an numerasi menerima DAK Fisik dan/atau sumber pendanaan ain yang rel 2) Peraturan Menteri Pencdidican, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kuriklum Pada
dalam "W dan it prakek btiar eras dan rumerai agi satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendicikan Menengah (pasal 20 ayat 4)
penidikan yang belum memilk peralatan tersebut 3) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pad tahun berialan
TiK terasi dan numerasi sesuai peraturan perundang-undangan
Supervisi dan evaluasi terhadap pemanfatan, TiK terasi da
numerasi
Pemenuhan gizi B 701022010039 | 101022020052 B B Sosilisasi dan Advokasi | Terlaksananya kegiatan | Jumiah kegiatan Dokumen a0 lainilal dalam penyediaan makanan |- Melakukan sosialias! erkait edukasi nilai-niai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta Gidik (Perlaku Hidup Bersih | 1) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakier
peserta didk Kebijakan Bidang Pendidikan | sosialsasi dan advokasi | advokas kebijakan di bidang bergizi bagi peserta didik SehauPHBS, budaya antr, berdoa, makan sehat, iz, dan fain-lai) 2) Peraturan Menteri Pencidikan, dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekert
Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan - Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan terkat penyeciaan makanan bergizi bagi peserta dick 3) Peraturan Menteri Pencdidikan, dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakler Pada
ndicika Satuan Pendidikan Formal
3 [Fotussan PAUD | PorinictanPoprs i | Pomataran et (101022050017 - B B B Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah PAUD yang Satuan bagi anak usia dini paling Konsultati sesuai Galam hal kelembagaan dan manajemen unluk mencapal | 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Risel, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
Satuan PAUD layanan berkualias. Manajemen PAUD embinaan Pendidkan | sediit 1 (satu) kal dalam 6 (enam) bulan PAUD Berkualas Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Din, Pendidikan Dasar
Ninimel Manajemen PAUD Kelembagaan dan Manajemen - Melakukan pendampingan teknis dalam hal kelembagaan dan manajemen unuk mencapal PAUD Berkualitas dan Pendidikan Meneng
Awreditasi B 2 Peratan i Pandlan Kudayaan, sl Oan kool Fepul ndonela Nomor 47 Tan 2023
taan i Dan Jenjang Pendicikan
Menengah
3) Pedoman Umum Berkualias pada acuan untuk pembinaan
kelembagaan dan manajemen PAUD dalam mendukung PAUD berkualtas
701022030026 B B B B Sosilisasi dan Advokas | Terlaksananya kegialan | Jumiah kegiatan sosialisas! dan | Dokumen Sosialisasi kepada satuan pendidkan paiing sedit mengenal B Sistem pendidian anak usia dinl untuk D berkualias | 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona;
Kebijakan Bidang Pendidikan | sosialisasi dan advokasi | advokas kebijakan di bdang Pendidikan Anak Usia Dini yang mellput - Melakukan Advokasi dalam indikator 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
kebijakan di bidang Pendidikan yang diaksanakan penge 1 (satu) kall dalam 1 Pendidikan oleh Pemeriniah Pusat dan Pemeriniah Daerah terhadap Pendidkan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Pendidikan (satu) tahun ajaran dan Pendidikan Menengah
3) Peraluran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
4 Prabrn Ve P, Kahodrson. R Don ekl Mepulonai Nomor 7 Tahun 203
Pengelolaan Usia Din, Jen Dan Jenjang Pendidikan
Menengah
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Repubik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
lrdar b P ondlian Ansk Ui i, JniangPediian asat, an rfrsPonian Nergah
7 NPK PAUD Berualios Ser  tentang Peencanaan Beroeds e £an Aurtabias Peiayaan
Kegiatan 701022030026 B B B B Sosialisasi dan Advokasi | Terlaksananya kegialan | Jumiah kegiaian Dokumen AUD nluk penguatan kemampuan fondasi | 1. Membentul Forum Komunikas! PAUD-SD apabila belum memiii dan akivasi Foram Komunikasi PAUD-SD Jika sudah | 1. PP nomor 17 Tahun 2010 leniang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
pendampingan Kebijakan Bidang Pendidikan | sosialisasi dan advokasi | advokas kebijakan di bidang {erkalt terasi dan numerasi (yang efekif dan efisien dalam menyasar guru) | memilki 2. Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimazn Peserta Didik Baru pada Taman Kanakkanak, Sekolah
mengenai cara Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Meaukan Adkas erang iskonseps mmbaca, menuis, mnhung (alsng)dan peingnya mmbangun Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Pendidikan Kemampuan llerasi numerasi secara men 3. Peraturan Menteri Pendicikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Kemampuan fondasi 5 Vimiasiias peatihan bog penilk don g keperdidkan Standr s Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Mene
lerasi dan numerasi 4. Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen nomor 07501C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak
Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Avil
4. NPK Transisi PAUD ke St
Keamanan Bangunan | 1.01.02.2.03.0045 B B B B Rehabillasi Sedang/Beral _|Sarana, Prasarana dan | Jumiah Sarana, Unit disatuan enabiltasi 1) Melakikan pendataan kebutuhan rehabltasi Sarana, Utiitas pada satuan pendidikan 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabiltasi, atau Renovas’ Pasar Rakyat,
atuan Sarana, Prasarana dan Utitas | Utitas PAUD Utiitas PAUD yang Telah Sarana, i ondisi o ik, Uniuk Prasarana Perguruan Tingai, Perguruan Tinggi Keagamaan fslam, dan Satuan Pendicikan Dasar dan Menengah
PAUD Terehabiltasi Sedang/Berat Direhabiltasi Sedang/Berat biaya rehabiitasi Sarana, Prasarana dan Utitas kondisi rusak sedang/berat berdasar pada satuan biaya DAK Fisik sesuai |2) Peraturan Menter Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 entang Standar Sarana dan
ongan etotuan ong bk danbrkcerdina dengen ntans el Prasarana pada Pendicikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
rana, poncitan yang sosai |3 PoratranMentr Pendiian,Kabudayean, s, Do ToloiRopubi ndoosia Koo 47 Tahun 2023
oo NP PAUD Borumias laan k Usia Din, Jen Dan Jenjang Pendicikan
Menengah
4) Peraturan belajar dalam Nomor 1 Tahun 2021
lomangPonerimaan Pota Dl Bary pad Taman Kanak Kk, SaclahDasar.Soolah Nenengah Pra,
Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kei
5 Parmendiouditk Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Ponidkan Anak Usa Dir
r, dan Jon
5 Unick menghituna kesutan USBIRKE. seta aumel fombongan blaar minimum dan maksim berdasar paca
(o) Pomendkbuc Nomor 2 Tahun 2022 etang Siandar Prose () Prmendiku Noror 34 Tatun 2018 arang
Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Alyah Kei
7) Poratran Mentor Pondidkan Dan Kebudayaan Republi ndonesia Nomot 33 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
8) Peraturan petunjuk toknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku
9 k memberikan lingkungan yang aman baik di
dalam dan i luar reangan tordapat pada NPK tentang Lingkungan Beljar Aman Bab i halaman 25 s
10) Peraluran petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik yang berlaku - sebagai rjukan dalam peneniuan spesifikasi
1) NPK PAUD Berkualitas Seri Esensial PAUD
ndeks Refleksi dan | 1.01.02.2.03.0029 B B B B Feslas Komuntas Belar | omuntas Bolfr Penda | Juriah Komunias Belgar | Komumias | 1) Pembentukan Komnitas elardan memastian gur Gan Feparie Fomuriasbelar (RKS dan ) et pergu eras dan s 7 9 Tahun 2022 Sistem
Perbaikan Pendidk dan Tenaga dan Tenaga Pendidik yang | Pencidik dan Tenaga Pendidik pendidikan ersebut aga kependidikan Pemerintah Daerah Terhadap PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Pembelajaran oleh Kependidikr (erfasiitasi yang terfasitasi o Faathan peta.osunpandiih s wadah boroats mins ik | Kompests guns sobogh pending pelksanaan e tomuniss bestar 2) Panduan Optimalisasi Komunitas Belaja diterbitkan Difen Guru dan Tenaga Kependidikan 2023
Pendidic meningkatkan kuaitas layanan paling sedikit 1 (satu) kal dalam & (enam) bulan |- Memfasiltasi pelaksanaan kegiatan komnitas belajar dalam hal penyediaan narasumber, serta sarana dan prasarana 3) Website PAUDPEDIA
semking (. pantsan pemectaman e acaan e, bk 33k b e, dan bk Saku b rumeras) () Pato pembelsfaran ik Kementerian Penidian Dasar an Menergeh
yang telah dibentuk
Penerapan praiik baru | 101.022.03.0024 B B B B Aplikasi Jatihan | Jumiah peserta pefatihan Orang ik da 7 Melakuiar bagi pendidik dan tenaga D Paahaan Pomoriah Nomor &7 Tarn 2621 olang Sand NasioralPeriian
Bidang Pendicikan ikasi di dibidang apikasi di bidang pendidikan unluk menunjang proses pembelajaran Kependidican 9 Tahun 2 Sistem Pendicikan.
bidang pendicikan pendidikan yang diaksanakan 2 o bidang pendicikan ) Permendibudsak Nomor 18 Tahun 2022 Teiang Podoman Pangadaan Stangasa oeh Satan Pndian
3. Melakukan supenvsi dan evaluasi bagipendidikdan | merupakan acuan bagi Satuan Pendidik
tenaga kependidican %) Poracsjon Nomor 12 Tahun 2022 Tantang Standar Oporasional Penyslenggaraan Sistom Informasi Pengadaan
Satuan Pendidikan.
Proporsi PTK dalam | 101.022,03.0039 B B B B Bimbingan Teknis, Pelatian, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta Bimbingan | Orang Fasiitasi las guru melalul pemanfaatan platform pembelajaran milk Kemenerian Pendidian Dasar dan 1) Pt Werler Kovangan Ropubindonesia Normor 110 Taun 2623 Terang ndiator Tinget e Daerah
Dilat Teknis dan/atau Magang/PKL uniuk | Teknis, Pelatihan, danialau | Teknis, Pelatihan, dan/atau dan guru Menengah Dan Petunjuk
Peningkalan Kapasilas Bidang | Magang/PKL untuk Magang/PKL untuk Peningkatan pltiorm bidang pendidikan 2 Pedoman Dide Berenong PAUD
Pendidikan Peningkalan Kapasilas | Kapasits Bidang Pendidikan (bootcamp, seminar, dan lainnya) 3) Pedoman Penguatan Kapasias PAUD yang berlaku
Bidang Pendidikan yang diaksanakan pendidik dan tenaga kependidikan
) Pelakaancan pelaihaniseminarlokaiany pongatan Kompelons Kebala cekorahden gra untk ekl pmbaaran
Kecukupan konten | 101.022.03.0023 B B B B Pengembangan konten digial | Terlaksananya konten | Jumiah konten digital untuk merupakan konten bontuk o 7) Website PAUDPEDIA
untuk pendidikan digital ntuk pendidikan | pendicikan yang telah konten yang diciptakan onten digital 2) Platorm pembelajaran lain
yang berkualitas untuk melalui Plaform Pembelajaran Kemendikbudristek ~Mengadvokasi guru berbagi pakik baik dalam bentuk konten digital pada platrm yang isediakan oleh Kementerian
mengaier
Ketersediaan APE | 101022.03.0046 B B B B a Peraga | Jurian Peraga [Pakel Rt S prog ot g s O sres o[ 1) el oo o il o prgeyrg ke ] Peraran Verior Perian Koy st s T Nomor 22 Taun 2023 eiang Sandar S 6o
Peraga Peserta Didik PAUD | Peserta Didik PAUD yang | Peserta Didik PAUD yang untuk prakik atau sebagal peraga dalam mendu ok sesors ik sabanys ang sesusidengan NSPK Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendic
Tersedia Tersedia dipahami peserta didik 2 Peraturan e Keuangan Repuiknconesia Nomor 110 Tahun 2023 Tentang eator Tighat onra Daerh
Catatan: perlu ilakukan pendampingan kepada satuan PAUD setelah menerima APE (Alat Permainan Edukati) terkait Dan Petunjuk Umum Yan
informasi penggunaan APE. Y NEK 3ot & s Kera Moy & Sarpas Evensil emergesam PAUD helaran {5 dan untk
etersediaan APE selain dar pabrikan dapat dilihat pada halaman 39 dst
Karakdor poserta didk | 101022.03.0026 B B B Sosiaiisasi dan Advokasi Jumian kegiatan Dokumen vokasi penguatan pendidikan melalu Gerakan Tujuh Hebat

Kebijakan Bidang Pendidikan

kegit
sosialisasi dan advokasi
Kebijakan di bidang
Pendidikan

advokasi kebijakan di bidang
Pendidikan yang dilaksanakan

ad
Kebiasaan Anak Indonesia Het

turunan penguatan
2

) Perpres No.57 Tahun 2017 erlan Porguatan Pk Karakior
No.

si
pendidikan

23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
37 Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
4) Surat Edaran Bersama Kemendikdasmen, Kemendagri, dan Kemenag Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan




Kelompok

Sub Kegiatan

—— Kods Sub Kegiata
Ne Indikator Indikator Prioritas SPM Akar Masalah PAUD SD SMP_ Kesetaraan Non Jeniana Kineria Indikator Satuan Deskriosi NSPK (Norma. Standar. Pr dan Kriteria)
710102.2.030017 5 B - B Pombinaan Kelembagaan dan | Teriaksananya Pembinaan | Jumiah PAUD yang Satuar Fasiltasi penguatan o satuan ‘pendidikan Gorakan Tujun K Indonesia Pembiasaan di Satuan Pendidikan
Manajemen PAUD embinaan  |Pendidikan | Anak Indonesia Hebat Hebat
Manajemen PAUD Kelembagaan dan Manajemen Karakler melali Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak
penerap q bersih dan pendidikan paing
sedikit 1 (sat) kel dalam setahun,
Pemenuhan gizi 1.01.02.2.03.0026 - - - - Sosialisasi dan Advokasi Terlaksananya kegiatan Jumiah kegiatan Dokumen nilai-nilai dalam penyediaan makanan (- Melakukan sosialisasi terkait edukasi nilai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik (Perilaku Hidup Bersih | 1) Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
peserta didik Kebijakan Bidang Pendidikan | sosialisasi dan advokasi advokasi kebijakan di bidang bergizi bagi peserta didik Sehal/PHBS, budaya antri, berdoa, makan sehat, gizi, dan lain-lain) 2) Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
Kkebilkan di bidang Pendidian yang diaksanakan - Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan terkat penyediaan makanan bergizi bagi peserta didk 3) Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pencidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
Pendidikan 4) Surat Edaran Bersama Kemendikdasmen, Kemendagri, dan Kemenag Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan
Pendidikan Karalder melalui Pembiasaan d Satuan Pendidikan
Propors! Gura 701022030016 B E - E Pongerbangan Karir Pendial | Pendidl dan Tenaga | Jumlah Pendidik dan Tenaga | Orang g Koperaan | 1 Woasescolathan o] perd o 100 g PAUD ol s memenh Rl o rompotrs |1
PAUD Formal dengan untuk penguatan karir dan Tenaga Kependidian yang o St et Ko komoeeme a9 oo aton yang dipersye 2 e Yt Keargn Rl nionds fomer 10 Tain 3023 Tntang indicator Tingha Kinrja Dseran
Kualfkasi $1/D 1V quru pada Satuan Pendidikan PAUD | Mendapatian Fasiitasi | Fasiltasi Kenaikan 3 Niomiashasikolkuseriaan pondidk PAUD yang belum mernilki kialfkasi 1 calam Dan Petunjok T
naier Pangkat/Golongan, Pemberian oy Pratri Meryon Pesdition g Kabdayean Repuik mdonesia Remor 137" ahn 201 eiang Sandar
PangatlGolongan, Promosi, Peninghata Nasional Pendicikan Anak Usia i
Pemberian Promosi, | Kompetensi dan Kualifkasi 4) Peraturan Menter Pendidikan, Kebudyaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peringkatan Kompetersi Pendidian Profesi G
dan Kualfkasi 5) Peraturan sertfiasi
&) Pedoman kualfasi guru D1V §1
7) Pedoman mengenal syara pengawas
8) Booklet Kebermanfaatan Diiat Dasar
9) Dafar Penyelenggara Dikat Bejenjang Tahun 2024
& [Keamanan, ) kim keamanan SD Wi Keamanan: - 701022010028 | 101022020081 E E b fembogaan o | Toresnans Pertinoan |Gl Seoln Dsar Setia | St i Keamanan: Fasiitas! peningkalan pemahaman dan sisor pelayanan | Iim Keamanan: ) Undang-Undang Nomr 12 Tahun 2022 erlang Tindak Piana Kekerasan Seksual Bab Vil Pencegahan, Koorana
Kebinekaan, dan  |2) Kim keamanan SMP | Pemaaman dan Manajemen Sekola Kelembagaan dan Menengah Pertama yang Penddian kepada satuan pendidikan terkai n kebjakan tenang pada. | Pomantauan.
Inklusivitas 3) lkim kebinekaan SD sistem pelayanan Dasar/Sekolah Menengah Manajemen Sekolah Dilaksanakan Pembinaan perundungan, kekeragan seksuial, dan hukuman fisik kepala sekolah dan Tim Pencegahan dan Penanganan Keksrasan (TPPK) 2) lomor
i ket VP | sonearemte e it P Nenengan i e b st poahanandnsidm selaan | Pt ety s T st enan 3)Poraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tetang Standar Nasional Penddkan.
i o S5 pendampingan I pasane e e Koo o e it ) Peratutan Presien Nomor 101 Tahn 2022 {aniang Siatog Nasonal Penghapusan Kekerasan Terhacap Anak
6) ldim inkdusivitas SMP '“""“9"" diskriminasi ""““’“P e“""""‘“ gender, fisi, “9”""" suku, dan budaya - Menyusun peraturan atau tata tertib yang mendukung ikiim keamanan di lingkungan satuan pendidikan ) Peranjin Kerfa Sama Anara Kemedibud isel dan Teknologiden Kemendagr, Kemenag, KemenPPA, Kemensos, KPAL
perundung: - Iim Inklusivitas: Fasiltasi peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan |. ieniapkan kanal aduaniiaporan apabila terjadi kasus terkait ikim keamanan di lingkungan satuan pendidikan Komnas HAM, dan K Pada Satuan
kekerasan sekiual dan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait inklusivitas untuk Pendidikan Nomor: 7 /X/PKS/QDZ:. Nomor: 400.1.r1s470/sJ; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Setmen.Birohh /KL.OI 109
nukuman fisk layanan i Kebineks 12023, Nomor: 4 Tahun 2023; Nomr: 0 IPKSIKPNIO/2023; Nomor: 006 KL O-PKSIX 12023; Nomor. 18IPKS.KND /0
penyandangdsabiltas, pesert ik yang e ecerdasan simeva |- oo e o, o et arsnorn ot Kbk, 1 W Wanasan ebskaan Gooa {2025
Kiim Kebinekaan: Berbalat istimewa sert penerimaan disabiltas o odcac,Serinar, d 7 Tahun 2021
Pemahaman dan Neryin poeran st s el yang manng Koot o Ioghungo eon Fondahan B 70 Tanun kg Memiti
sstem pelayanan * Menyiakan kanal acuanaporan apabia e Kasus terkat su kebinekaan
e kai 7)Peraturan Mente Penidian, Kebudayaan. Rise,Gan 18 Tahun
Kebinekaan unuk Wi nkiusivtas: Sekoiah Bagi Siwa Bar
e s minas! nas L) doam cangka pendician  Kebudayaan, Rist, dan Teknologi Nomor 32 Tahn 2022 tentang Standar Tekns Pelayanan
b s s il oy dan Carias simowa baka simawe Minimal Pendidian
. Istimowa dan Barbakat clan, Kebudayas, Riset,dan Teknoogi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pencegahan can
gender, fisik, agama, o Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,
Uk, dan budaya pendidikan (.. anak masyarakat |1 , Kebudayaan, Rist, dan
aar, anak laanir,dan sefansnya) Potunjk Tokis Taa Cara Polaksanaan Wokerasan i L
ki Inkiusivitas : » g kit 12 e enPentn eharon e Gon oo s & e 2023 eiar Ao yor v
Pemahaman dan pada ULD (Uni Layanan pendiian. i Posora D Poryandans Dt Usia Din Fonal, Penddiar
atom olayaan " Manongan dan Poraanan Tl
13) i imordokadariokorasan kemdkbud go
inklusvitas unluk - T01.02.2010043 | 1.01,02.2.02.0055 - - Pemberian layanan Teriayaninya satuan |Jormian kegiatan pendampingan[Kegatan i Keamanan: Pemberan layanan pendampingan kepada satuan Toyanan Pendampingan ural Kim Keamanar U D Norer 12 Tohn 2522 ot T o Kkersa Sekua, B VI Parcahan Koaras, 6o
meningkatkan layanan bagi satuan bagi satuan pendidi pendidikan pada anak satuan p . kekerasan psi P- uan.
pendidian indusit n ncegahan perundungan, miimal 1 (sat) kai calam 6 (enam) bulan " dan kebiakan K
terutama terhad: perundungan, kekerasan, dan | kekerasan, dan intoleransi | kekerasan, dan intoleransi - Ilim Kebinekaan: psikologis dan sosial peserta didik selama masa pembelajaran di satuan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
iowa disabitas, siswa peruncung e o 4 Prstran resien Nomor 101 e 202 oSl sl Porgnapusan ekerssn Taca Ak
rdas dan ber ‘mendorong inekaan minimal atu) kali dalam c) dan psil i i korban rasan di satuan pendidikan.
cordescan mencon iebeioan i) 1 oa) o ) ko el b K e san b e e e Kechas ot o oo G Koy K e £
pencicikan unuk peningkatan layanan disabiltas, cerdas stimowa dan bakat Rendelkan Nomor 1 SIPCSIS023 Nomor. 001 11e061s Nomor. 7 Tonon 2055 Nomor: 14/ Somon B K. 01 09
istimewa, sera penerimaan disablitas minima 1 (satu) kal dalam § enam) | Layanan Pendampingan unuk IKim Kebinkaan: oo padf oo Al A oA ey
bulan g bebas dar dengan memastkan |0z
pemenuhan hak anak d satuan pendiikan 7 Tahun 2021
dalam menciptakan yang o 3 kst yang Menia
7)Peraturan Monter Ponidian, Kebudayaan, Rise, Gan 18 Tahun
e Pendampingan untuk i Inkiusiv Sekolh Bagi Siswa Bar
o taicon poangan toses pomsala peserta didik d .  Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Normor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan
Istimewa dan Berbakat stmewa) i satuan pendidican. Vinia Penddikan
0Pt e e, Kenioren s oo o 46 Tan 202 enar Forcsan
dengan hambatan janan Kekerasan d Lngungan Satuan Pendikan
o) kademik, berupa pengayaan  Kebdyaan e dan o
satuan pendidikan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kekerasan i L
ademik, dan sosil Fordtan iy Re, s eknos oo 4 Tann 202 arany Moy Lok
pendiian. o Pesrts Dk Peryandong Dt sa Din Forma, Pendidian
terkat tata yang nkusit Menengan,dan Pencicikan
S e mrdasadarberorsens ke 319
- 701022010049 |1.01.02202,0060 E - Bimbingan Teknis, Pefatinan, | Teriaksananya Bimbingan | Jumian Peserta Bmbingan | Orang i aarnan et apaessondsi o o fepordsin egiatan 7 T2 Tan 2022 tontang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab Vil Pencegahan, Koordn
daniatau MaganglPKL uniuk | Teknis, Pelatinan,dan/atau | Tekni, Pelathan, dan/atau nan, penanganan penguatan peninglatan hy:..an mg ‘..kw o satuan pm.mkz.. Pemantauan
Peningkatan Kapasitas Bidang | Magang/PKL untuk 1gang/PKL untuk Peningkatan hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatar pada engikuti Nomor 2 Tahun
Pendidika Peningkatan Kapasias | Kapasitas Bidang Pencicikan Wi Kobinokaan: Peningkatan kapasitas pondidl dan onaga kepondidkan | sosalsas mosi Poncegaban dan nnanganan Kotmar, o omasen Kebrkoen e.m. i modul ROOTS Mandm 3 Perturan Pemertah Noror 57 Tahun 2021 tetang Standar Nasonal Pendidkan
Sl easnias e e o 4 Prstran resien Nomor 101 e 202 arian St sl Pocnepusan ekerssn Taca Ak
i nkdusitas: Penigkatan lapasas pendi dn enaga epondidhan | eduast d amar s madeodanikrsan o 501 e, |9 ] P Kt Sama s Komass Rt con ek con e Kamanas KomonPoh. omareo Ko
penerimaan disabiltas dan penglolaan ingkungan sekolah yang kondusif dan inklsit Rendelkan Nomer 7 BIPCSIS023 Nomer. 0011170/ Nomor. 1 Tonon 2055 Nomor: 014/ Somon e K. 01 09
12025, Nomor: 4 Tahun 2023; Nomor: O IPKSIKPNIFO/2023; Nomor: 006 KL O-PKSIX 12023; Nomor. 18/PKS KND /0
073
7 Tahun 2021
5 70 Tann ks yang Menia
7)Peraturan Mente Ponidian, Kebudayaan, Rise,Gan 18 Tahun
Sekolh Bagi Siswa B
o Pratran Mo Penan, Keusagan, i, danTeknc Romor 32 Tahin 202 atan Stacr Tk Pl
Vinmal Pandi
10)Peaturan Monteri Pendiian, Kebudayaan, ist,dan Teknologi oo 46 Tahun 2023 feang Pencegatn dan
Penanganan Kekerasan i Lnghingan Stuan P
 etudayan i s
oty Tons o Gor ek oter
12 eran i Pendahan Kehudoyan Rt G Tl o '35 Tun 2025 tenang Akomoca!yang Loyak
ik st D eryangang Dsoitas sa Din Formal, nddikan
nddien Tingo
15 hipe mardokadarkokerason komkbud.go
T Welakukan Raman pembelajaran peserta Gk penyandang disabilias I Peran e e, Kebudon, sl G Tehio Romor 4 Tohn 228 g ancooaan dan
untuk peserta didik disabiltas Unit |2 Melakukan koordinasidan diskusi dengan Unt Layanan Disabiltas (ULD) o
Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan 3. Mendorong pendidik mengembangkan pengetahuan terkait pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas 2) Peraturan Menteri Psnd\mkan 48 Tahun 2023 tent k untuk Peserta|
4 elais peserta ddik Didik Penyandang D an Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan
Melakukan supensi dan ovaluasi ek stk pemyandang |V dan Pendan Tige
disabiltas bagi pencidik dan tenaga kependicikan 3) Peraturan Menter Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat,
4)
Karakter peserta didik - 1.01.02.2.01.0039 | 1.01.02.2.02.0052 - - Sosialisasi dan Advokasi Terlaksananya kegiatan Jumlah kegiatan sosialisasi dan | Dokumen Sosialisasi dan advokasi penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh penguatan Hebat, seperti: | 1) Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Kebijakan Bidang Pendidikan | sosialisasi dan advokasi advokasi kebijakan di bidang Kebiasaan Anak Indonesia Hebat a). Pemberdayaan Catur Pusat Pendidikan (Satuan Pendidikan, Keluarga, Masyarakat dan Media) 2) Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan b). Kegiatan pertemuan Pagi Ceria, yaitu: (i) senam pagi Anak Indonesia Hebat minimal dua kali dalam seminggu: (ii) 3) Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
kan Menyanyican lagu Indonesia Raya Sebagal bentuk cinta anahair dan (i) berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing | 4) Sural Edaran Bersama Kemencikdasmen, Kemendagr,dan Kemenag Nomor 1 Tahun 2025 tenlang Penguatan
. pembelajaran il spitual can toleransi Satuan Pendidican
c). Gerakan Kepanduan dan Ekstrakurikuler lainnya
dan advokasi mp Hebat
pendidikan
B 701022010028 | 101022020041 B : Pembinaan Kelombagaan dan |Teriaksananya Pembinaan | Jumiah Sekolah yang Fasiltasi penguatan e satuan KaraKler melalu Gerakan Tujuh Kebiasaan Anat
Manajemen Sekolah Dasar/ embinaan  |Pendidikan | Anak ndonesia Hebat Indonesia Hebat
Sekolan Menengah Pertama | Mangjemen Sekolah | Kelembagaan dan mansjemen Gerakan Tujuh Kebiasaan Ansk
Selolah DasariSekolah penerapan yang bersin dan baik pendidikan paling

Dasar/Sekolah Menengah
ertama

Menengah Pertama

sediit 1 (satu) kall

Fasilitasi penguatan peran Bimbingan Konseling di satuan pendidikan

gqurulperan BK di
- Melakukan koordinasi peningkatan peran BK di satuan pendidikan
- Melakukan supervisi dan evaluasi peran BK di satuan pendidikan

) PemendkudNo. 11 Tahun an Pondidikan Menengah
 Jenjang

Panie Dacar. dan Jorang Pendhan Hememgah
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Kelompok " ot Kode Sub Keglatar Sub Kegiatan
Indikator Indikator Priortas SPM Aear Masalah PAUD D sup Kesefaraan | _Non Jeniana Kineria kator Satuan Doskriosi NSPK (Norma. Standar. Prosedur. dan Kritorial
- 70102.2.010049 | 10102.2.020060 - - Bimbingan Teknis, Pelatinan, | Teriaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta Bimbingan | Orang Gimbingan toknis kepada ) Permendibud No. 111 Tahun 2014 Gan Ponadikan Menengah
Ganjatau Magang/PKL uniuk | Teknis, Pelatinan, daniatau | Teknis, Pelatinan, dan/atau pendidikipendamping satuan pendidikan pemetaan minat dan didik 2 No. 5 Tahun Usia Din, Jerjang
Peningkalan Kapasitas Bidang |Magang/PKL uniuk Magang/PKL untuk Peningkatan Pencicikn Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Pendidikan Peningkatan Kapasitas | Kapasitas Bidang Pendidika
Bidang Pendidikan yang dilaksanakan




b. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Papua

Kelompok | 11 jiator Prioritas SPM | Akar Masalah SWA E—TY Sub Kogian DeflelOperasional
Indikator Non Jenjang Nomenklatur Kinerja Indikator satuan Deskripsi Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
Paoua apua Barat Pabua aua Barat
Angka Partisipasi | 1) Jumiah warga negara | 1) Daftar Anak Tidak | 1.01.02.3.05.0060 | 1.01.02.4.05.0060 | 1.01023.06.0053 | 101.02.4.06.0053 B Koordinasi, Perencanaan, Terlaksananya Koordinasi, | Jumiah Dokumen | Dokumen ) Pendataan warga negara usia 16-18 lahun _|a. Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) Pondataan ATS dan Sosialisasi Pendidikan:
Sekolah usia 5-6 tahun yang Sekolah (ATS) Evaluasi . Supervisi dan | Hasil Koordinasi, yang tidak berpartsipasi dalam pendicikan 1) elakukan analsisdata ATS i dasbor it/ daa kemkbud goidATS 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 fentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
berpartisipasi dalam a) Daftar anak usia 5~ Layanan i Bidang Pendisken | Evalues Layanzn Bidang | Perencanzan. 2) Pendataan warga negara usia 4-18 tahun | 2) Melakukan koordinasi dengan sek data ATS 2) Pormandeti Nomo 59 Tahun 2021 arang Paespen Sande Poaysen ilenl (SP)
pendidikan (APS) 6 tahun yang tidak didiki Supervisi dan penyandang disabiltas yang tidak berpartsipasi | ntp:/pd.data kemdikbud.go.d/ATS 3 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
2) Jumlah warga negara | berpartisipasi dalam Evaluasi Layanan di dalam pendidikan 3) Melakukan anshsns akar masalah hasi verifiasidata ATS dari dasbor o dalaKemdikboud go.GATS 4) Panduan Verifikasi o Valdas A ik Sekoren (ATS) di hitpipd.data kemdikbud g IU/ATS
usia 7-15 tahun yang pendidikan Bidang Pendidikan 3) Pemutakhiran Dapodik minimal 2 (duz) kell | 4) Menyusun str dan akar masalah ATS
berpartisipasi dalam b) Daftar anak usia 7- Galam setahun untuk menjamin kesesuaian data |5) Menyusun s ke oy tampung satuan pendidikan berdasarkan Dapodik, jika akar masalahnya kekurangan daya tampung | Pemutakhiran Dapodik :
pendidikan dasar (APS) |15 tahun yang tidak dengan kondisi satuan pendidikan, 1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
3) Jumiah warga negara | berpartisipasi dalam 4) Peningkatan kesadaran masyarakataias | b. Pemutakhiran Data Dapodik 2) Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
usia 7-18 tahun yang pendidikan pentingnya pendidikan 1) Melakukan koordinasi dan pendampingan ke satuan pendidikan untuk pemutakhiran Dapodik, termasuk pemberian insentf bagi operalor | 3) Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
berparisipasi dalam ) Daftar ank usia 7- Dapodik 4 ekt Noror 03MIZ022lenang Perk Tk Data Pendidan pada PALD, P Dsar, Ponciian
pendidikan kesetaraan |18 tahun yang tidak 2) Molakuan verfasi danvalidasi Dapoci da satuan pendicikan sesusidengan konds lrkini Menengah, serta Kursus dan Pel
S)) bersekolah formal dan pend Dapodik untul 5y Pernkutek Namor 63 Tahun 2022 lenang Peturuk Teis Pengololaan Dana Banuan Operasionl Satuan Pendidan,
4) Jumlah warga negara | tidak berpartsipasi «J Khusus satuan PAUD, Deﬂu clkukan pondataan satoan PAUD saningga mondapatkan NPSN don ke Demulakmran ke Dapodik
usia 16-18tahun yang | dalam pendidikan
berpartsipasi dalam kesetaraan c. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan
pendidikan menengah | d) Daar anak usia 16, 1) Melakukan dialog persuasif dengan tokoh agama, masyarakat, dan adat kesadars
) 18 tahun yang tidak 2) Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pentingnya pendidikan it berbagas kanal momas:
bersekolah
2) Kesadaran
masyarakat tentang
pentingnya
pendidikan
Biaya personal 101023050045 | 101024050045 | 1.01.023.06.0037 | 101024060037 B Penyediaan Biaya Personil | Biaya Personil Peserta DIk | Jumiah Peserta | Peserta didik | 1) Pemberian biaya pendidikan kepada peserta_|a. Pemberian biaya pendidikan kepada Tulus ) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telan diubah dengan Peraturan
peserta didik Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah Atas / | Didik Sekolah didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sampail 1) Melakukan pemetaan wilayah dan pendataan ke\uavgaﬁdak mampu yang memiiki anak usia sekolah yang tidak sekolah Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
Menengah Atas / Sekolah | Sekolah Menengah Menengah Atas | ulus 2) Melakukan ga tidak mampu 2)Pemendioud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program ndonesia Pinar
Menengah Kejuruan Kejuruan Diterima oleh | Sekolah Menengah 2) Pemberian bantuan pendidikan berupa 3) Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kiiteia) tentang perberi kepad keluarga tidak mampu 3 r 32 Tahun 2022 Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
Poserta Didik Kejuruan yang pembebasan atau pengurangan biaya ) Menyalurtan iaya pendidikan seeuai engan ketoruan yang boTaks 4) Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2022 Vartang Pokuruk Talars P Daa Bt Oporsioal Sy P,
Menerima Biaya pendidikan bagi peserta didik dalam rangka  5) Melakukan Tah
Personil Peserta implementasi sistem penerimaan murid baru 5) Nomor 18 Tahun 2023 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Didik yang berlaku b.Pemberian bantuan pendidikan berupa i i i peserta didik Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
lementasi sistem penerimaan murid baru yang berlaku 6) Peraturan Kemendikdasmen tentang Sistem Penerimazn Murid Baru yang berlaku
1) Melakukan tentang murid baru yang
bertaku
2) Melakukan yang sekolah negeri sesuai dengan peraturan
Sistem penerimaan M bar yang beraku
3) Melakukan kerja sama dengan sekolah yang memilii kelebinan daya tampung, sesuai dengan peraturan sistem penerimazn murid baru
yang beriaku
4) Menyediakan bantuan pendidikan kepada calon murid dapat berupa pembebasan biaya pendiikan, atau pengurangan biaya pendidikan,
sesuai dengan peraturan sistem penerimazn murid baru yang berlaku
101023050039 | 101024050039 | 101023060031 | 101024060031 B Pengadaan Periengkapan | Perlengkapan Peserta Didik | Juriah Pakel Pemberian perlengkapan penunjang 7 peserta didk darl 7) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Peserta Didik vang Tersedia Perlengkapan dari Manyusun NPK (Nora, Prosecu, Kiena) tnian pamberian peiengkapan porurjang pombeliaran kepada peseta i dai kluarga | Farmernan Nomor 18 Tehun 2022
Peserta Didik yang mampu sampai lulus tidak mampu 2 32 Tahun 2022 Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
Torsedia ) Mengadakan dan mnylukan parengkapan parurng pamolaran e pseta i sesu dengen ketartuan ang b 3) Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2022 tertang Pouruk Tolars Psngelsan Daa Bt Oporsionsl Stuan P,
4) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta d
4) e don Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
101.023.05.0001 | 1.01024.05.0001 | 101023060001 | 1.01.02.4.06.0001 B Pembangunan USB (Unit | Sekolah Baru yang Jumiah Sekoiah | Unit Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang | Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru sesual dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kelayakan kebutuhan peserta | 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Renabilltasi, atau Renovasi Pasar Rakyal, Prasarana Perguruan
pendicikan bagi anak ‘Sekolah Baru) Terbangun Baru yang Telah kekurangan daya tampung melalui didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung groen school. Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
sekolah Dibangun pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2) Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3) Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah
4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pariams, Soolah Menengah Alas dan Sekciah Wenengan Kojuuan
mor 22 Tahun 2023 Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jen‘ang Pendidikan Menengah
6 G 023 tent g pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
101023050069 | 101024050067 | 1.01.023.06.0065 | 101024060063 , Ruang Kelas Baru Jumiah Ruang Kelas | Ruang Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang | Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatian kelayakan kebutuhan peserta | 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Renabiltasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan
Baru Bertambah Baru yang kekurangan daya tampung melalui dicik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green scf gl Perguran Tingo Keagamaan slam,den Satuan Penddian Dasa dan Menengah
Bertambah pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pess ik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Priar, Sekclah Menengah Als,dan Seclah Menengah Ketruan
Tahun Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pondidian Dasar dan Jemang Pendidikan Menengah
47 Tahun 2023 g pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Docer don Jenjang Pondidian Monenga
5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku.
101023050019 | 101024050019 | 101023060015 | 101024060015 g Kolah yang | Jumiah Ruang Kelas | Ruang Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang | Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas kondisi usak sedang/berat pada satuan pendidikan sesual dengan ketentuan yang berlaku, dengan | 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabiltasi, atau Renovasi Pasar Rakyal, Prasarana Perguruan
Ruang Kelas Sekolah Terehabiltasi Sedang/Berat | Sekolah yang Telah kekurangan daya tampung melaluirehabilitasi | memperhatikan kelayakan peserta dicik disabiltas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Direhabiltasi ruang kelas sekolah kondsi rusak sedang/berat 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekoizh
Sedang/Berat Wenengah Pertama, Sekceh Menengah Alas, dan Sekoleh Menengah Kejuruan
Nomor 22 Tahun 2023 t Sarana dan Pendidikan Anak Usia Diri, Jenjang
Pendidan Desa,dan Jnjong Pendihen Menengah
4) Tahun 2023 tentar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Dasar, dan Jenjang Penthan enmngen
5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku.
101023050043 | 101024050043 | 1.0102306.0035 | 101024.06.0035 B Pemelinaraan Rulin Sarana, | Terlaksananya Jumia Sarana, |Unit Penyediaan layanan pendidikan melalul Melaksanakan pemelinaraan gedung/ruang kelas pada satuan pendidikan sesual dengan ketentuan yang berlaku ) Peraturan Pemerintan No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagamana telah diuban dengan Peraturan Pemerintah
Utiitas Sekolah Rutin Sarana, pemelinaraan rutin bangunan gedung dan ruang Nomor 18 Tahun 2022
Utiitas | Ut yang| kelas di satuan pendidikan 2) No. 18 Tahun 2023 Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar
Sekolah Dilaksanakan an Jarjang Pandidiken Menengah
Pemeiharaan Tahun 2023 Sarana dan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar dan Jsmang Pendidikan Menengah
101023050060 | 1.0102.405.0060 | 1.01.023.06.0053 | 101024060053 ~ Koordinasi, Perencanaan, | Terlaksananya Koordinasi, | Jumlah Dokumen | Dokumen Pl e vl Sl | aianl Paaksanaans Govialsas Sekala cleh Karsarcikdssroan ) Peratran Pemerniah No 48 Tahun 2008 erang Pondanaan Ponidkan, ssbsgamana e dubsh dengan Peraturan Pemernin Nomor 15
Evaluasi . Supenvisi dan | Hasil Koordinasi, 1) Membentuk tim koordinasi revitais u sekolah dal pelaksanaan Tahun 202
Layanan di Bidang Pendidikan | Evaluasi L di Bidang s 2) ekukan koorinasi eekeanaan rovtasast sokeah dengan fasiato proyek Komendikdasmen 2 P:?:nﬂ;;buﬂnsrek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiyaan pada Pendidkan Anak Usia Dini jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang
Pendidikan :f:i’:j‘tfygnan @ 3) Melakulkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reviaisasi sekolah ) Pementibusito No-2 Tahun 202 eiang Stadar Sran dan Prsarana pacs Pendiian Ak Usa O erang Pendihan dan
Bidang Pendidikan b. Fasilitasi Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah oleh Pemerintah Daerah iy o Betimlok Torms Revialisasi
1) Melakukan pemetaan sekolah dan analisis kebutuhan revitalisasi sekolah berdasarkan Dapodik TP e RSk or et
a. Pembangunan unit sekolah baru
. Pembangunan ruang kelasbaru
c. Rehabiltasi ruang ke kondisi g g telah terdata dalam Dapodik
d. Pemeliharaan el
e. Pembangunan ruang praktik siswa (khusus ntuk SMK)
2) Menyusun perencanazn dan melakukan verlfikasilsurvei lapangan
3) Melakukan koordinasi pelaksanaan revitalisasi sekolah
4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalsasi sekolah
- 701023060004 | 1.01.02.4.06.0004 - Pembangunan Ruang Prakik | Ruang Praik Siswa yang | Jumiah Ruang Ruang prakik Tuang praKik siswa sesual kelenluan yang berlaku (lermasuk perlengkapannya sesual dengan standar sarana | 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, alau Renovasi Pasar Rakyal, Prasarana Perguruan
Siswa Praktik Siswa yang dan na industr, serta di SMK) Tingg, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Telah Dibangun 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Priars, Seolah Meningah Als, dan Skclah Menengah Kefuran
hun arana dan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendiin Dasr dan Jemang Pendiien enengah
g pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
rcer o Jenjang Pendihan enmgen
5) Peraturan pelunjuk operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku.
Pemenuhan gizi 101023050060 | 101024050060 | 1.01.02306.0053 | 101024060053 Koordinasi, Perencanaan, | Terlaksananya Koordinasi, | Jumlah Dokumen | Dokumen Koordinasi penyediaan bag |- Melakukan o menanga penyediaan makanan bergi bagi peserta I, i, Kesehatan, da lan-an | 1) Urdang -Uncang No- 8 Tahun 2008 tertang Penglolsan Sl
peserta didik valuasi upervisi dan | Hasil Koordinasi, peserta didik - Melakukan instan ) di satuan pendidikan 2) Undang - Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber D:
Layann  Bidang Poncidion. | Evsies Layanan di Bidang | Perencanazn, - Melakukan bersih di satuan pendidikan 2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang K
Pondidik: Suparvisi dan 2 Porsturan e Keuangan Nt 25PN 712021 Tahun 3021 tonang Dukungan Pondanaan Anggaran Pendapatan dn B Negara
Evaluosi Layanan di bagi Pengeloiaan Sampah d
Sl 4 Pemenditudrsicl o 1 Tanan 2023 tntan Standr Pombyoan ada Pendidan Anek Usia D ferfang Pendidian Desar don Joiong
'g Pendidikar Pendidikan Menengat



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
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https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
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https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/assets/doc/panduan_ats_v.1.0.2.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985

No|  KEomOk | it priortas SPM | Akar Masalah i — S sssan el Cperasion]
Indikator Non Jenjang Nomenklatur Kinerja Indikator satuan Deskripsi Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
Paoua Paoua Barat Pabua Papua Barat
101023050014 | 101024050014 | 101023060010 | 101024060010 Pembangunan Sarana, Sarana, Prasaranadan | Jumia Sarana, | Unit Penyediaan sarana dan prasarana pendukung _| 1) Melakukan analsis diaan makanan bergizi bagl peserta didk di satuan pendidikan, | 1) Peraturan Pemerntah No. 48 Tahun 2008 tentang = Peraturan Pemennh Nomor 18
Prasarana dan Utilitas Sekolah | Utiitas Sekolah yang Prasarana dan makanan antara lain: infrastruktur ruang makan siswa (opsional), ruang transit makanan, tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, sarana Tahun 2022
Terbangun Uiitas Sekolah yang ik di saluan pendidikan pengelolaan sampah (wasfe management). dan lainai 2 Parmenditucitnk No. 19 Tahun 2023 trtang Stncr Pambysan i Pacidlken Arsk Usia D, g Pontian Dsar dn Jo
Teleh Dibangun 2) Menyusun perencancan, G s ediaan kebutuhan serana dan prasarana alas penyediaan 5 Pomendibudttek No. 22 Tahun 2023 tenlang Sandar Sarana dan Prasarana pada Pendidkan Anak Usia i, Jeang Pendikan dan
oizi bagi peserta didikc Jenjang Pendidikan Menengah
3) Melakukan survei kelayakan sarana dan i bergizi bagi peserta didik
4) engaian Ketentuan berlaku
101023050031 | 101024050031 | 101023060023 | 1.01.02406.0023 Rehabilitasi Sarana, Prasarana |Sarana, Prasarana dan | Jumiah Sarana, | Unit Rehabiltasi prasarana pendukung terkait ) Melakukan analisis kebutuhan prasarana pendukung atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan, antara lain
dan Utiitas Sekolah Utltas Sekolah yang Prasarana dan penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik transit dan lai
Terehabiltasi Uitas Sekolah yang di satuan pendidikan 2) Menyusun perencanazn dengan instansi kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan
Telah Direhabilltasi makanan bergizi bagi peserta didik
3) Melakukan survei kelayakan sarana dan bergizi bagi peserta didik
dengan ketentuan oot
2 [Literasi dan 7). Reta-rala kemampuan | Pemenuhan pendidik | 1.01.04.302.0001 | 1.0104.4.02.0001 | 101.043020001 | 1.01.04402.0001 Perhitungan dan Pemetaan | Tersedianya Dokumen Hasil| Jumlah Dokumen | Dokumen Pemetaan dan penataan penempatan ntuk 17 elakuan analss omasipendi da 103 Kependdian menggunkin plkas G Kemendiasen 7) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur SIpi Negara
Numerasi Literasi SD berdasarkan | dan tenaga Pondidi dan Tenaga Perhitungan dan Pemetaan | Hasil Perhitungan emerataan pendidik dan tenaga kependidikan [ 2) Menyusun laporan hasi penataan pendidik dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Asesmen Nasional kependidikan di Tenaga dan Pemetaan paling sedikit 1 (satu) kal dalam 1 (satu) tahun 5 Parran Pamaetan Nomor 19 Tahun 2017 enang Parubahan s Pssran Pararah e 74 Tahun 2008
2). Reta-rata kemampuan | satuan pendidikan Pencidan Sekaan Menengah |Kependidikan Satuan Pendidik dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
Numerasi SD berdasarkan Atas dan Sekolah Menengah | Pendidikan Sekolah Tenaga 9 Persuan et Pecidkan dan Kaudayan oot 15 Ta 201 tntang Pomonuhan B6an e G ogola Sekcin, n
g‘:"‘e" Nasional Kejuruan Menengah Atas dan Kependidikan 9 Pastran et Pt dan Kbty Noor | Tun 2021 rany PPDD T, SD,SP S, S
ata-rata kompetensi Sekolah Menengah Satuan Pendidikan eraturan Menteri Pendidikan udayaan Nomor 40 Tahun 2021 ugasan Guru sebagai Kepa\.u Sekolah
Literasi SMP berdasarkan Kejuruan Sekolah Menengah o) Peatren o Penelan Kobudapann. Ao o T Pendidikan Anak Usia
Asesmen Nasional Atas dan Sekolah Dini, Jonjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Manengah (pasal 21 ayat
4). Rata-rata kompetensi Menengah Kejuruan 9) Poraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasiyang Layak untuk Peserta Didik
Numerasi SMP berdasarkan Penyandang Disabiitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
Asosmen Nasionsl 701045020002 | 101044020002 | 101043020002 |1.0104.4020002 Penataan Pendisiibusian | Terlaksananya Penataan | Jumlah Laporan | Laporan Distrbus| pendidik dan tenaga kependidikan | 1) Melakukan perempatan pendidik dan enaga kependidikan berdasarkan hasi analss formas] menggunakan apiikast dar Kemendikaasmen |19) pavaeron Mo gera g o B oo
). Raa-rata kompetensi ) Peraturan Menteri legara dan Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur
D e Pendidik dan Tenaga PendistribusianPendidlk | Hasil Pelaksanaan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan |2) Menyusun laporan hasil pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan i Negara
oo Nastonal Kependidikan bagi Satuan | dan Tenaga Kependidikan | Penataan tenaga kependidikan 12) Kopusan Menter Ponidian dan Kebudayaan Nomor 234012024 tontang Pedoman Formasi abatan Fungsional Guru, Jabatan
&) Roaraatonpensi Pendidikan bag Satuan bagi Satuan Fungsional Pengavias Sekoah, Jabatan Fungsional Pamong Belaar, dan Jabatan Fungsional Peniik
Pendidikan Sekolah Menengah | Pendidikan Sekolah Pendidik dan 13) Peraturan Direklur Jonderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kermenterian Pendidikan, Kebudayaan, Risel dan Teknologi Nomor
umerasi SMIA ber Atas dan Sekolah Menengah | Menengah Atas dan K 4831/8/HK.03,01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah delam Implementasi Kebilakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan
o A Komptor Kejuruan Sekolah Menengah Kependidikan bagi Jenderal Guru dan Nomor 433818 B1/HK 03,01/2023 tentang Juknis Penugasan Guru sebagai
e Kejuruan Satuan Pendidikan pala Sekolah
Literasi SMK berdasarkan Sekotah Mancngan 15) Potunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Gur Pembimbing Khusus
Asesmen Nasional pidch
8). Rata-rata Kompetensi Moo anian
Numerasi SMK berdasarkan
Asesmen Nasional
101023050050 | 101024050050 | 1.01.02306.0042 | 101024060042 B Penyediaan Pendidk dan | Pendidk dan Tenaga Jumlah Pendidik dan| Orang Pengajuan formasi dan penyediaan guru ASN | 1) quru dan berdasarkan hasi analisa menggunakan apiikas! darl Kemendikdasmen | 1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparalur Sipil Negara
Tenaga Kependidikan bagi | Kependidikan Tersedia bag | Ten: sesual dengan perundang- |2) formasi kepada Kemenpan-R8 2) Peraturan Pererintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
St Panaiaiken Sekach | Seuen Pendidikan Sekolan |Kependidian yang undangan peraturan 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegaval
Menengah Atas / Sekolah | Menengah Atas / Sekolah | Tersedia pada 4) Melaporkan mekanisme pengisian formasi guru dan tenaga kependidikan dalam aplikasi dari Kemendikdasmen Aparatur Sipil Negara
Menengah Kejuruan Menengah Kejuruan Satuan Pendidikan 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, S, SMP, SMA, dan SMK
Sekolah Menengah Penyediaan gurd pendidikan khusus paling |- Merekrul gur unluk pendidikan Khusus pada saluan pendidikan yang melayan peserta didk penyandang disabilias Jka belum (ersedia | 1) Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Gurd, Kepala Sekalah, dan
Atas / Sekolsh sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan |- Menugaskan guru yang sudah ada melalui peningkatan kompetensi untuk pendidikan khusus. Pengawas Sekolah
Menengah Kejuruan yang melayani peserta didik penyandang 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik
disabiltas Penyandang Disabiltas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan
]
3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4
4) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus
Penugasan guru 101023050051 | 101024050051 | 1.01.02306.0043 | 101024060043 g Tenaga Jumiah Pendidik dan| Orang Penempatan guru yang memenun persyaratan | 1) Melakukan pemelaan Talul apiikast yang 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 lentang Penugasan Guru sebagal Kepala Sekolah
sebagai kepala dan Tenaga Kependidikan | Kependidikan yang Tenaga sebagai kepala sekolah 2) kepala sekolah yang ditetapkan oleh Instansi Pembina 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
sekolah/pendamping Pada Satuan Pendidikan Fasiitasi yan 3 peraturan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas/ | Kenaikan Mendapatkan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kepala sekolah 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang
yang memenuhi ‘Sekolah Menengah Kejuruan Jabatan Fungsional Guru
persyaratan Pemberian Promosi, Pangkat/Golongan, 4) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/8.81/HK 03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan
Peningkatan Kompetensi | Pemberian Promosi, Guru Sebagai Kepala Sekolah
dan Kualifikasi Peningkatan Penempalan guru yang memenhi prsyaratan | 1) Melakakan pemetaan satuan apikasi 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolog Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Kompetensi dan sebagai pendamping satuan pendidikan 2) pendamping satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina | Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)"
Kualficast 3 pendidikan berdasarkan pen 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang
undangan Jabatan Fungsional Guru
4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pendamping satuan pendidikan
‘qurd untuk kualifkasi aga kependidikan untuk yang dibutuhkan 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
akademik Menyclonagerakan ogtan pesgembangan Kompetens ek pendi don enaga keperdigian 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Menyusun laporan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendicikan guru,
acuan standar program sarjana pendidikan dan standar pr
4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
Pendidik dan tenaga | 1.01.02.3.05.0072 | 101.024.05.0069 | 101.02306.0057 | 101.024.06.0059 B [Bimbingan Teknis, Pelatinan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peseria | Orang Fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan |- Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan ntuk meningkatkan kompetensi sesuai yang dibutukan 7) Undang - Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
kependidikan belum dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatihan, dan/atau  |Bimbingan Teknis, untuk meningkatkan kompetensi - Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 mengalur tentang standar pendidikan guru,
optimal dalam Peningkatan Kapasias Bidang |Magang/PKL uniuk Pelatihan, dan/atau - Menyusun laporan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan PemerintahG dalam menghasilkan guru profesional
melakukan Pendidikan Peningkatan Kapasitas | Magang/PKL untuk 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
pengembangan Bidang Pendidikan Peningkatan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
keprofesian Kapasitas Bidang 4) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
berkelanjutan Pendidikan yang 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru
dilaksanakan 5) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3335/8B1/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Pengembangan
Kompetensi Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
§) Progrm Gun Bl Ml S Pra R Gurs Baor
hitps:/ayoqun mdikbud go.id!
Pendidk dan tenaga | 1.01.02.3.05.0066 | 1.01024.05.0066 | 101023060066 | 1.01.024.06.0064 - Fasiltasi Komunitas Belajar | Komunitas Belajar Pendidik |Jumlah Komunitas | Komunitas ) Pembentukan komunias belajar dan ik advokasi Kepada Komunlas blafr (GNP RKS KPS dan ) el penguatan s 6o rumerss 1) Standar Operasional Fenye\enggavaan Keompok Keta Gur (KKG) Musyavarah Gurs s Pearan (4GHF)
ependidikan belum Pendidik dan Tenaga o Tenaga Pencidicyos_ Bl Pnddon memastkan guru, kepsla sekolsh, dan ~ Melakuka terkal guru untuk peningkatan kompetensi guru | 2) Panduan Pengelolaan Komunitas
optimal dalam Kependidikan terfasiltasi Tenaga Pendi pendamping atuan poncken teribat kit | cbaga pondukung pelaksanaan Kgiatan omntor belajar 3)Buku Saku Penggerak Komunitas Be\a‘av
melakukan kegiatan yang A dalam komunitas tersebut - Mefasiltasi pelaksanaan kegiatan komunitas belajar dalam hal penyediaan narasumber, serla sarana dan prasarana pendukung (a..
reflksi dan perbaikan pandan pemanfaatan buk bacaan bermutu, bk saku benahi ferasi, dan bk sak benahi numeras)
pembelajaran 2) Fasiltasi - Melakukan Keakiifan komunitas belajar yang telah dibentuk
wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan
kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
Kualitas pembelajaran| 1.01023.05.0058 | 101024050058 | 101023060051 | 1.01.024.06.0051 g Konten digita on Konten Digital untuk Konten @ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Risel dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak
untuk pendidikan digital untuk pendicikan | digital untuk igtal pada aplkesi bidang pendidikan yang |- Memasltas qursuntuk melakukan psﬂg\mbasan alam pengembangan konten digtal Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
yang dikembangkan pendidikan yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar |- Mengadvokasi guru berbagi prakiik baik dalam bentuk konten digital pada platform yang disediakan oleh Kementerian
telah dikembangkan mengajar - Melakukan supervisi dan evaluasi pengembangan konten digital sebagai media pembelajaran
101023050059 | 101024.05.0059 | 101023060052 | 1.01.02.4.06.0052 B Pelatihan ik iatihan Orang Peningatan Kapastas pendiak den enaga | T- Melakkn Gentfasi Kebulan lpi plahan Lkl aplkespiato idang penddir, bag pendiak dan enaga Kependiakan ) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Bidang Pendioan penggunaan aplikasidi | pelatinan likasi di idang pend 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendiikan.
bidang pendidikan ik biclnt pondidikan untuk monuniang proces. |3 Melakukn supenis dan valuas ohadap peathan pemanaetan apikasilation bcang pondiikan bagi pendici danfonaga 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan BaranglJasa
di bidang pendidikan pembelajaran kependidikan oleh Satuan Pendidikan merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan.
yang dilaksanakan 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
5) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Standar
Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
101023050047 | 101024050047 | 1.0102306.0039 | 101024.06.0039 B Proses Juriah Satuan Fasiltasi penyelenggaraan asesmen (erslandar T Welaklan parslpan saesn rsianda bl posors ik e dsngs peren Wondkcren s oot 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan. Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidkan
Belajar dan Ujian bagi Peserta |Belajar dan Ujian Bagi | Pendidikan yang | Pendidikan sesuai dengan peraturan 2. Melakukan g bers 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan
Didik Peserta Didik Menyelenggarakan berlaku 3. Melakukan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2 ayat 1, pasal 9-18
Proses Belajar dan 4. Melakukan pemanfaaian hasi asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Wendiiasmon yang berlaku 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal
Ujian Pendidikan
4) Peraturan Menteri Pendiikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
| Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurkulum Pada Pendidikan Anak
Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4)
6) Peraturan Mendikdasmen terkalt ayanan asesmen terstandar, yang berlaku
7) Peraturan Mendikdasmen terkait sstem penerimaan murid bar, yang beriaku



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/
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Indikator Non Jenjang. Nomenklatur Kinerja Indikator Satuan Deskripsi Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
Pasua Paoua Barat Papua Pacua Barat
ok proses idenikasi Kebutuhan UntuK peningkatan kuallas pembelajaran df saluan pendidian, termasuk diskus! dengan Ut Layanan | 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Risel dan Teknologi Nomor © Tahun 2022 fentang Evaluas! Sistem Pendidikan
belajar Disabilitas untuk asesmen peserta didik disabilitas 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan
) Menyusun rencana dan strategi pembelajaran yang efekif dan efsien untuk mengembangkan potens, prakarsa, kemampuan, dan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2 ayat 1, pas 9-18)
Kemandrian peserta didik secara optimal 3) Peraturan Menter Pendidikan, Kebudayaan. Riset dan Teknolagi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal
) Melakukan pendampingan pelaksanaan peningkatan kualas pembelajaran di satuan pendidikan melalul suasana belajar yang inerakt, | Pendidikan
inpiat,menyenangkan, menaian, memovasi peseta il uriuk bepartsipasi o can memborkan g ang ukup bag rokarsa, &) orturan et Pndihan Kbudayan, st dan TekloiNomor 47 Tahun 2023 tenang Standar Pongloan Pocidhan
kreativitas, kemandirian minat, dan fisil | Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
) Melakuken evalas!peekaanaan peringisian kstes pembelgarandi sauan pendidikan ) Perturn MenterPencan, Kebudayaan, Rist an Tnolog Nar 2 Thun 2024 etang urku PadaPendian Anak
pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2t
6)Peraturan ekt denderl Gur dan Tonaga Kependidian Kamentaia Ponddian, Kebudayaan,Rise dan TekncogiNomor
26216/BHK 04.01/2023
1.01.02.3.05.0049 | 1.01.02.4.05.0049 | 1.01.02.3.06.0041 | 1.01.02.4.06.0041 - Pembinaan Minat, Bakat dan  Siswa yang Mengikuti Ajang | Jumiah Siswa yang | Peserta Didik Fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan 1) Melakukan pemetaan minat dan 'yang berpotensi berbagai baik tingkat provinsi, 1) hun 2022 tentar Kompetensi Lulusan pz Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikn
Kreativitas Siswa KompelisilLomba Akademik | Mengikut Ajan: kompetisiflomba akademik dan non-akademik | nasional, maupun internasional. Dasar, dan Jenjang Pend\d\Kan Menengah
dan Non Akademik KompetisiLomba baik tingkat provinsi, nasional, maupun 2 gkt 2) Permendikbucristok No. 71 Tahun 2024 entang Manajemen Talenta Peserta Di
pvademic dar internasional 3) Melakukan seleksi dan pembinaan talenta peserta didik untuk mengikut ajang kompetisi nasional, seperti LKS tingkat nasional, FLS2N, dan
ademi KOSN
4) Memfasilitasi peserta didik yang ikuti nasional
701023050057 | 101024050057 | 101023060050 | 101024060050 B Pembinaan Penggunaan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Orang yang | Orang Pembinaan pendidik dan lenaga kependidikan | 1) Melakukan ideniikas Kebuluhan topik dan tema pemaniaatan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan dengan ) Poratuen Vertr Pendiian Kobudayaan Risldan Teknood o 7 Tahun 2023 oiang Sandr Pengelolon Perdiian
Teknologi,Informasi dan Penggunaan Teknologi, | Mendapatkan dalam pemanfaatan TIK dengan keadaban Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
(TIK) untuk ikasi | Pembinaan keadaban digital (digital ethics ) 2) Memfasilitasi pemanfaatan TIK termasuk pengembangan konten untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan 2) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
Pendidikan (TIK) untuk Pendidikan | Penggunaan 3) Melakukan supervisidan evaluasi terhadap pemanfaatan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan 26216/BHK 04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru
Teknologi, Informasi 3) Pedoman PembaT K Tahun 2024 oleh Pusdatin Kemdikbudristek
dan Komunikasi 4) Kerangka Kompetensi T untuk Guru
(TKyuntuk
Pendidikan
701023050072 | 101024050069 | 101023060057 | 101024060059 B Bimbingan Teknis, Pelaihan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peseria | Orang Fasitas! pendidkipendamping satuan “Vienyelenggarakan pelatian atau bimbingan teknis uniuk endidir 7 No. 16 Tahun 2022 Proses pada Pendidikan Anak Usia Din, Jenjang Pendidixan Dasar, dan
dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatihan, dan/atau | Bimbingan Teknis, pendidikan untuk peningkatan kumDelens\ terkait| Leaming ), Kecerdasan Artifisial dan koding, serta STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Jemang Pendidikan Meﬂenga
Peningkalan Kapasitas Bidang | Magang/PKL untuk Pelatihan, danatal pembelajaran mendalam (Deep Leaming ), Tahun 2023 Sarana dan Pendidikan Anak Usia Dinl Jenjang
Pendidikan Peningkatan Kapasitas Magang/PKL untuk Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM Fand\mkan dan Jan‘ang Pendidikan Menengah
Bidang Pendidikan Peningkalan (Science, Technology, Engineering, and 3) Permendikbudrisiek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pad Pendidikan Anak Usia Din, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Kapasias Bidang Mathematics) Pendidikan Menengah
Pendidikan yang 4) 25 Tahun 2024 tentang Pe Peraturan Menteri Kebudayaan No. 15 Tahun 2018
diaksanakan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
101023050014 | 101024050014 | 101023060010 | 1.01.024.06.0010 Pembangunan Sarana, Sarana, Prasaranadan | Jumiah Sarana, | Unit Penyodian sarana dan paserana yang sosua . Molakan pometaan kol sepraseluan pendidian yang menduking polaksanaaan kefaan pombsijran mendaam (Deep Learing ). ) Permenpen RA No. 21 Tahun 2024 letang Jabaten Fungetonal Guru
Prasarana dan Utitas Sekolah | Uiiitas Sekolah yang Prasarana dan untuk mendukung pembelaaran mend: Kecerdasan artfisal, koding, dan STEM
Terbangun Utias Sekolah yang (Doap Loaming). Kecardssan A dan | enyedaban sorana dan rasaans ok mendukung plasensan kegaan pombelearan mendlam (Docp Laring). Kecardasan Al
 Telah Dibangun Koding, serta STEM dan Koding, serta STEM
701023050066 | 101024050066 | 101023060066 | 101024060064 B Fasitas! Komunitas Belajar _|Komunitas Belajar Pendidik | Jumiah Komunitas _[Komunitas | Fasiitasl penguatan kelompak kerja guru dalam |- Melakukan pembinaan kepada kelompok et gurs (KKGMGNP) betajaran mendalam (D ing).
Pendidik dan Tenaga dan Tenaga Pendidik yang | Belajar Pendidik dan pembelajaran menggunakan Deep Leamning , Kecerdasan Artifisial dan koding, serta STEM
Kependidikan terasiltasi Tenaga Pendidik Kecerdasan Arifsial dan Koding, serta STEN
yang tetasitasi
701023050052 | 101024050052 | 10102306.0045 | 101024060045 B Pembinaan Kelembagaan dan | Teriaksananya Pembinaan | Jumiah Sekoiah Fasitas! satuan pendidikan dalam peningkatan |- aieh Terkalt pembelajaran
Manajemen Sekolah Menengah | Kelembagaa Menengah Alas | [Pendidikan | kompetensi erkait pembelajaran mendalam | Loaming ). kecerdasan Arifsal, Koding, dan STEM
Alas | Sekolah Menengah | Manajemen Sekol Sekolah Menengah (Deep Learing), Kecerdasan Arifsial dan
Kejuruan Menengon rs Sekciah | Keluian yong Koding, serta STEM
Menengah Kejuruan Dilakukan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Mangjemen
Kecukupan buku teks | 1.01.02:3.05.0039 | 101024050039 | 101023060031 | 1.01024.060031 B Pengadaan Perlengkapan | Periengkapan Peserta Didk | Jumiah Pt Pengadaan buku (eks dan non (oks yang ) Wl Genas kebuluhan bk acaan ok Gan ook perurfangponguata s dan rumers 1) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2017 tenfang Sistem Perbukuan
dan non teks yang Peserta Didik yang Tersedia erlengkapan bermutu sesuai dengan peraturan yang berlaku | 2) Melakukan identifikasi sasaran intervensi satuan penc n penerima buku bacaar 2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor3 Tahun 2017 tentang Sistem
berkual Peserta Didik ) Vikkuhan pongadasn b 45 dn no4s pernlang eros da numera:termasuk bk ek ama Pendidhan Pancast dan bk |Prsukuon
Tersadia nonteks bermuatan Pancasit) sesual ketontuan peraturan perundang-undangan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Keria Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
4) Melakukan pendistribusian buku bacaan teks dan non-teks ke satuan pendidikan 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendicikan Anak
5. Melakuan suponisidan avaluai ethadap pomanfatan bk 0k dan non-0s, masuk pomanfaaan bk dekiron yang folah Usia Dini, Jonjang Pendicikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4)
disediakan oleh pemerintah, misalnya buk d atau Ruang Pubik di 5) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjaan
&) Keputusan Menir Pandidikin don Kabudeyaansiek anang Poneiapan Buku Teks dan Buku Norieks
7) SK Ka. BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nonteks
701062010008 | Penyusunan. Penerbian, dan | Terlaksananya Penyusunan.| Jumiah buku Bk Buku Cerla ol upaye upeyasebega brkat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 lentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Pendistribusian buku-buku | Penerbitan, dr berbahasa daerah Rkt Prunang s meupkon |1 Dlsomines g oo maupun tidak baik lisan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta
buku-buku  |yang disusun, rangkaian aktivitas mulai dari diseminasi, 2 n buku cerita dicetak melalui petunjuk teknis. Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
berbahasa daerah terbitkan, dan penetapan, pencetakan, cer p iy 3_Peraturan Presiden
didistribusikan pengelolaan, dan Psng\mbasan buku cerita 4. buku terpilih pemuda komunitas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
ket daerahyangdiakan i pemerniah | da prmuda 4. Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tenang Standar Kemahiran Berbahasa ndonesia
daerah dengan sasaran masyarakal d 5. Pengelolaan dan cerita rakyar ag kecakapan 5. Peraturan Monteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia
wilayahnya yang d\\akukan secara Ku\aboraﬂl anak dan pemuda. 6. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraz
dengan pemerintah pusat 6. Pengimbasan program melalu berbagi prakik baik dengan wilayah ain 7. Permendikbud Nomor 22 tahun 2022 tentang Standar Mulu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemeroiehan Naskah serta Standar
Proses dan Kaidah Penerbitan Buku
Peralatan TIK dan alat| 1.01.02.3.05.0041 | 1.01.02.4.05.0041 | 1.01.02.3.06.0033 | 1.01.02.4.06.0033 - Psngadaaan Alat Praktik dan | Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik | Paket Pengadaan peralatan TIK dan alat praktik belajar | 1) Melakukan pendataan satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi 1) Peraturan Menteri Dalam N Pe pada tahun berjalan
prakilk belajr terasi raga Peserta Didk Peserta Didik yang Tersedia  dan Peraga Peserta Iterasi dan numerasi 2) Mengusulkan satuan pendidikan yang belum memilik peralatan TIK dan alat prakti belajar terasi dan numerasi untuk menerima DAK Fisik |2) Peraturan Menter Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak
dan numerasi Didik yang Tersedia dan/atau sumber pendanaan lan yang relevan Usia Dini, Jenjang Pendicikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4)
3) Mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi bagi satuan pendidikan yang belum | 3) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
memilki peraatan tersebut
4) Melakukan pengadaan peralatan TIK literasi dan
5 Mikuhan Supensldon vl trhade pomantactan: do pemeihersa perelion TIC da o st b o dan rumeras
Pemenuhan gizi 1.01.02.3.06.0061 | 1.01.02.4.05.0061 | 1.01.02.3.06.0054 | 1.01.02.4.06.0054 - Advokasi kegiatan Dokumen advokasi nilai- - Melakukan sosialisasi nilai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik (Perilaku Hidup Bersin Sehat/PHBS, 1) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
peserta didik Kebijokan Bidang Pendidikan | sosialisasi dan advokasi | sosiaisasidan il deam penyedaan makanan beriai bag [nudaya anir, berdos, maken vt g, o i) 2) Peraturan Menter Pendidikan, dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuan Budi Peert
kebijakan di bidang |advokasi kebijakan ta didik ke satuan pendidikan ‘makanan 3) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan
Pendidikan bidan Pendidikan Formal
Pendidikan yang
diaksanakan
3 [Kekhususan SMK | Tingkat Penyerapan Pelaksanaan tracer - - 1.01.02.3.06.0053 | 1.01.02.4.06.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Terlaksananya Koordinasi, |Jumlah Dokumen Dokumen Pemmakmvan data penelusuran lulusan SMK - Menyelenggarakan kegiatan koordinasi pelaksanaan tracer study (penelusuran lulusan) dengan Kemendikdasmen 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasl
Lulusan SMK tudy SMK Juasil . Supervisi dan | Hasi Koordinasi, nakan sistem informasi racer study 2) Permenko PIK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Stategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan V¢
(Dsnemsumn lulusan) di Bidang Pendidikan Evaluasi L di Bidang N Dmen Pendidikan Vokasi pelaksanaan tracer study di SMK 3) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Supervisi dan Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Evaluasi Layanan di - Memberikan bantuan operasional pelaksanaan tracer study di SMK 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 24 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelusuran Lulusan/Tracer
Bidang Pendidikan Study Bagi Sekolah Menengah Kejuruan
Link and match - - 1.01.02.3.06.0045 | 1.01.02.4.06.0045 - Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan [Jumlah Sekolah Satuan antara dunia kerja dan SMK |- Memfasilitasi SMK dan/atau memperluas jejaring dengan dunia kerja dengan sektor yang relevan bagi SMK (misal menyedlakan forum 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokas\
dengan dunia kerj; 0 ekolah Menengah Kefuruan | Pendidikan | untuk mendukung penyesuaian fink and mafch | pertemuan dan diskusi antar kepala sekolah SK dengan perwakilan berbaga perusahaan; bekerja sama dengan Kamar Dagan 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi

Kualitas pembelajaran
selaras dengan dunia
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Kepermimpinan
kepala SMK dalam
mengelola K

oagai pembelajaran
Vang boloras dongan
dunia kerj

Kejuruan

Manajemen Sekolah
Menengah Kejuruan

yang Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen

pendidikan SMK terhadap kebutuhan dunia
kerja.

Konsep link and match merupakan bentuk
penyelarasan yang menyeluruh dan mendalam
antara SVK dengan dunia kot yang melnglup

IndustrifKadin Daerah)

- Mendampingi SMK dalam menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan dunia kerja. Melalu ker
dapa berkontus ek dalom vl berkut i S
a) penyelarasan kurikulum berbasi
b) peningkatan kompetensi bagi penmmk tenaaa Kependidian, dan pesorta i
endidik tamu dari unia Industri (DUDI) di satuan pendidikan vokasi;

raan tersebut, diharapkan dunia kerja

Dsnandalznganan ou

) pengembangan dan pemanfaatan sarana dan Wasavana
&) serifikasi kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;

h) pemberian beasiswa bagi peserta didik

- Memfasiltasi mitra dunia kerja dalam mendampingi Teaching Factory di SMK.

3) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Prakik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik
4) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Menengah

Fasilitasi pelaksanaan magang, lokakarya, dan
pelatihan kepada kepala sekolah guna
meningkatkan kompetensi manajerial,

i upervisi pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja (misal
el ponyeberan angke. FOD), seningga terpetaan Keotuhen peninghatan kompetensi Kopela Sokoen

memfasilitasi program peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi kepala sekolah yang terintegrasi dan berbasis pada
kebutuhan dan selaras dengan dunia kerja.

3) Memfasiltasi pendampingan kepala sekolah oleh lembaga lain untuk penguatan kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi
pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja

4) Mengadakan pertemuan yang melibatkan praklisi pendidikan, akademisi, dan pengusaha unluk berbagi pengalaman dan stralegi sukses
dalam manajemen sekolah dan kewirausahaan.

) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 lentang Revialisasi Pendidikan Vokas! dan Pelatan Vokas!
2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan V&

3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendi
Pendidikan Menengah.

ikan Dasar, dan Jenjang



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
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No|  KEomOk | it priortas SPM | Akar Masalah i — S sssan el Cperasion]
Indikator Non Jenjang Nomenklatur Kinerja Indikator Satuan Deskripsi Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
Pacua Paoua Barat Pasua Paoua Barat
Pendataan kemilraan Pendataan jumiah dan kualltas kerja sama akii | 1) Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan Kementerian Kemitraan SMK Forvsan |1 Pocsien Prsidon U Namhoc B9 Tebin 2022 g Kkl PerlMian Vol dan Pkt ofas
SMK yang dimiliki SMK dengan mitra dunia keria 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokas
sebagai bahan priortisasi SMK yang paling |2) kegiatan sosialisasi pendidikan tentang pendataan kemitraan SMK 3 Pemendkbud Namor 16 Tahun 2022 tetang SiandarProses Pendidkan Anak Usia i, Jeang Penian Dasar,dan Jerjang
membutufikan pendampingan dalam menjalin Pendidikan Men
kemitrazn 3) Melakukan evaluasi atau refleksi berdasarkan data yang tersedia untuk menyesuaikan pendampingan bagi SMK ) Parmendikbud Nomor 31 Tahun 2022 entang Satu Data Pendidkan, Kebudayaan, Riset,dan Teknologi,
Kualitas pembelajaran| Fasiltasi pengelolaan Teaching Factory di SMIK |- Kepala SMIK dan guru mengelola TeFa (seperti: model pembelajaran TeFa, ) Peraturan Presiden Rl Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokas!
dalam Teaching manajemen bisnis dan operasional produksi, dan strategi pemasaran hasil produk TeFa) menggunakan materi dalam Panduan Teaching 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Factory (TeFa) Factory yang diterbitken Kementerian 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Stander Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Menengah
- Memfasilitasi SMK dan dunia kerja yang bermilra dalam rangka mendukung operasional TeFa, seperti: pengembangan produk berbasis  |4) Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
pesanan, pelibatan dunia kerja dalam penyusunan produk TeFa, penyediaan peralatan yang digunakan di dunia kerja, dan pemasaran jika | Pendidikan Menengah
diperlukan.
- Melakukan kepada SMK Negeri BLUD agar fleksibiltas keuangan hasil produksi
TeFa.
Penggunaan sarana Fasilas perylarasan sarana prasarana i | 1) Wendampingi SHIK dalam hal in dilakukan sarana dan 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokas'
prasarana satuan pendidikan berbasis prasarana SMK kerja 2) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
pembelajaran selaras atau kebutuhan dunia kerja 3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi.
dengan dunia kerja 2 enalias potongkapon arana o prssaana cf SNK sesulstandardla kv ol bertrge prblaysan(sopr: APBD, DA | 4)Pemnclkud Nomor 15 Tatun 2022 anang SiandarProses Pencidken Ak Usa i, Jaang Pandidhan Dasa,don Jorg
Fisik, hibah, atau tabel, dan Pendidikan Menengah.
8 Kepuisan Mertar Pendidan,Ksbudsyase, Risecan Taknolg|Rapui donesia Nomor O03M/2023 tanang Petuan. Tekia
3) Memfasiltasi peningkatan kapasitas guru dalam mengoperasikan sarana dan prasarana, sepert: pelatinan dari dunia kerja, pelatinan dari | Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelath:
balai atau perguruan tinggi, serta penyusunan panduan penggunaan dan pemelinaraan peralatan.
Pengelolaan Bursa Fasiltasi peningkatan kapasitas BKK SMIK, | 1) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkat dalam pengelolaan dan pembinaan BKK i SMK 7) Peraturan Prosiden Rl Nomor 68 Tahun 2022 fontang Revitalisasi P  VoFad an Paian Voras
Kerja Khusus (BKK) sehingga dapat memperluas akses lowongan 2)Permenio UK Nomor & Tahun 2023 tenian Sateg Nasionel Pendidikan Vokestdan Pelainan Vokes
dalam meningkatian Kl sorta cukungan panempetan Ko Uk | 2) Memasilasi peningkata kapastas manajemen pengeloa BKK,dengan topl seper: tagi menyiapkan Ilusen memasuki dunia kera, |3 Periien Pambinasn Panempatan Tenaga Kata do Peroasan Kesempatan Keja Kemnaker Nomor 1607 Tahun 2015 tetang
kebekerjaan lulusan Iulusan SMK. strategi menjaring informasi lowongan kerja, pengembangan basis data informasi untuk pencocokan keria fjob matching , promosi dan Petuniuk Teknis BKK
SMK penempatan lulusan ke dunia kerja
3) Memfasilasi pelaksanaan job fair secara berkala. Upaya fasiltasi dapat dilakukan dengan: menyediakan tempat pelaksanaan job fair dan
mengundang mira dunia kerja untuk berpariisipasi.
Keterlbatan Komite (Advokasi dukungan alam kapasitas dan guru dalam pelibatan penyelarasan ) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokas dan Pelatinan Vokas
Sekolan dalam peningkatan kemitraan dan peﬂyelarasan SMK | dunia kera 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
mengembangkan dengan dunia kerja mbela Keria, dengan penguatan pada  |3) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
{oplk oy sapert mendukung polakeanaan okt keraopangan (PKL). perSiapan magan v neger, dan Scifikas:pesera didk
- Melakukan advokasi kepada komite sekolah dalam rangka meningkatkan peran dan komitmen orang tua membangun kemilraan SMK dengan
dunia keria.
Kusltaspembolaaren - B 1.0102306.0037 | 101024.06.0037 B Penyediaan Biaya Personil | Biaya Personil Peserta DIdik | Jumiah Peserta | Peserta didik | Penyediaan pembiayaan Sperasiona dan o Wenyedakan btz untuk uali unia kerja ) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 20022 tentang Revitalisas Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi
selaras dengan dunia Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah Didik Sekolah operasional (viaya nvestas) Pemblayaan dlkukan melalu betbagai caa, misainya pemelinaraan sarana pr dan 2) Narcr 8 Tehue 202 tanang Sirog!Nesiotsl Penddian Yoka)don Plohan kot
foeriag Menengah Kejuruan Kojruan Dirimacen | Menengan Kojuuan itas pembe peserta 3) i 2022 tentar Kompetensi Lulusan p Anak Usia Dini, Jenjang
Peserta Didik yang Mk didik yang pes dengan o pis —Menyemakan bantuan biaya (biaya investasi) untuk kuaitas pembelejaran peserta didik yang selaras d Pendidikan Dasar, dan Jenjang et sremonamn
Baya Porsont dunia kerja. Pembiayaan dilakukan melalui berbagai cara, ruang prakiik, penyed dan 4) Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah
Peserta Didik pembangunan perpustakaan melalui dana hibah. 5) Peraturan tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada masing-masing daerah.
- Menyediakan bantuan untuk persiapan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi peserta didik, dalam bentuk dana, fasiltasi loksi, dan 6) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Sertikasi
pendampingan Kompetens Siswa SMK.
- Menyediakan peserta didik SMK Kilk (PKL) i dunia t
interasional
Prakisi dunia kerja Penyodiaan pomayaan operasioalpendufun) 1) Henyeenggaahan sosalss] megonlpralsi mengajr Kepada Gu K, sepert:pengusaha assis prfes, asosis ndus, Tm | Poraturan resion R Nomar 63 Tabun 20022 fetan Rovialss] Pendidian Vokas!don Pfahar Vokas
yang mengaiar di pembelajaran prakiik bagi peserta didik dalam | Koordinasi Daerah Vokasi, dan/atau Kadi 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan \okasi
SMK enonjang Fompetens: keanlin yang sesual | 2) Melakakan pemctaan dunia ko yang isa menyeﬁ\akﬁn praknsn ik mengsla i S 3 05 Tahun Anak Usia Dini, Jenjang
kebutuhan dunia kerja 3) Memberikan di SM) Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
) iamberikan dukungan 8ana untk plaksanaan ekt varg menga.av i SMK (misalnya: untuk honorarium prakisi, penyusunan 4) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomr 31 Tahun 2022 tentang Petujuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Sertifkasi
kurikulum bersama, sertifikat peserta didik). Kompetensi Siswa SMK.
Lulusan dengan B - 7.01.02.3.06.0063 | 1.01.024.06.0066 - Fasiltasi Serlfikasi Kompetensi rang Sertfikasi ) Melakukan pemetaan jumiah peserta didik yang membutunkan umﬁkasl Sesual keanliannya. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 20022 tentang Revitalisas Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi
sertifkat kompetensi Didik Kompetensi peserta didik  [yang memilik pesetadk SMK inimal KN levelari " 2) Melakukan pemetzan etrsediaan jang kebutuhan didik SMK pada wilayah 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelathan Vokasi.
ertfikasi seperti SP P1, LSP P2, dan atau LSP P3 Anak Usia Dini, Jenjang
kompetensi LSP P1, LSP P2, maupun LSP P3, 5 oiasitos panigiaton Kapasias guru kejuruan dlom memberian sl pasport dan sau microcrodental kepada pserta didk Pendiahon Daser. don Jenjang Pendidikan Menengah.
4) Memberikan bantuan pembiayaar kerla, 4) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Sertfikasi
pesorta ik dengan stapdar BNGP. Kompetensi Siswa SMK.
Pombinaan talenta B B 101.02306.0041 | 101024060041 B Forbinan Vi Gkt dan | SlwsYang Venalll g | i S Yang [ Peserts Ik | st o dan plaanaan e, 1) Welslan prtaon enslrs Kealan pesat K pads wiyan Frr untuk mengikuti 7) Peraturan Presiden Rl Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokas
ompetensi keahlian Kreativt Kompetisil Mengikut Ajang ompetensi peserta didik SMK untuk berbagai | perlombaan, baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
peserta didik dan Non Akademik KompetisilLomba eamian b tingkat provinsi, nasional, hingga[2) eserta di bidang g tersedia di wilayah kerjanya, | 3) Kepmendikbudristek Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan
Akademik dan Non internasional. sepert: Lomba Kompetensi Siswa (LKS)
Akademik 3) Melakukan seleksi dan pembinaan talenta peserta didik SMK untuk mengikut ajang kompetisi nasional, sepert LKS tingkat nasional,
FLS2N, dan KOSN
4) Mengikuti dukungan dana kepada peserta didik yang mengikuti ajang kompelisi nasional maupun intemasional
Keahlian guru dan B = 1.01.02.3.06.0057 | 1.01.02.4.06.0059 B Bimbingan Teknis, Pelalinan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta | Orang ezl pasaraan pltfar,regend: ) Melakukan pemetaan juriah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang perlu mengikul peningkatan kompelensi keahlian agar selaras | 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitaisasi Pendidikan Vokasi dan Pelaihan Vokas'
tenaga kependidikan dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatinan, dan/atau  |Bimbingan Teknis, rkshop, training kepada Pendidik dan Tenaga | dengan perkembangan dunia kerja, misainya: memetakan perkembangan dunia keria yang mendukung keahiian guru melalui berbagai forum | 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi
SMK selaras dengan Peningkatan Kapasitas Bidang |Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/ateu Kependakon gona penngkatan kompetensl . |<omuntias seperiTim Koordinasi Dasrah Vokasi | TKDV, induslr dan sebagainya 3) Kepmendikbudristek Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan
dunia keria Pendidikan Peningkatan Kapasitas | Magang/PKL untuk keahlian pendukung 2) Melakukan k nterian mengenai kebutuhan 4) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirien GTK) Nomor 2626/BIHK.04.01/2023
Bidang Pendidikan Peningkatan ik SMK 3) Memberikan dukungan pendanaan dalam peningkatan kompetensi keahlian PTK, misalnya: upskllllng b esiing yeng mselenggarakan
Kapasitas Bidang kementerian, guru magang industri, dan in house training (IHT)
Pendidikan yang 4) Memberikan beasiswa pendidikan lanjutan kepada PTK SMK yang unggul dan kompeten.
dilaksanakan
Sortfikas kompetensi - B 7.01.02.3.06.0062 | 1.01024.06.0057 B Fasiltasi sertfkasi kompetensi | Pendidik SMK yang Pendidik SMK yang | Orang Kepada i PTK SMK Jaras dengan dunia kerja, fatihan pra- | 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitaisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokas',
PTK bagi pendidik SMK mendapat serifkat mendapat sertifat Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna sertikasi, atau administrasi. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi
Kompetensi Kompetensi peningkatan kompetensi keahlian pendukung 3) Kepmendikbudristek Nomor 165 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan
pembelajaran bagi peserta didik SMK 4) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirien GTK) Nomor 2626/B/HK.04.01/2023
Tingkat Kepuasan dunia | Pengelolaan Bursa B = 1.01.02.3.06.0045 | 1.01.02.4.06.0045 B Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Sekolah Fasiltas!peninghatan kapasias BRK SNK, | 1) Merfasias:sauian ponidian Gala peretaan polensi Gaerah, uiuk keruclan direraian alam Kompetensi pesera ddl yang | ) Perauran Presiden Rl Norar 68 Tahn 2022 entang Reialast Poncidkn Vokas! dan Pelatian Vokas:
Kerja terhadap budaya kera | Kerja Khusus dalam Manajemen Sekolah Menengah | Kelembagaan d Menengah Kejuruan |Pendidikan i kses | junia kerja, ser 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang beriaku pada tahun berjalan.
ulusan SMK reningkatkan Kejuruan Manajemen Sekolah yang Dilaksanakan Kerja serta dukungan penempatan kerja untuk |2) frihadiaosiil pendidikan dalam peningkatan kapasitas kemilraan BKK dengan dunia kerja, misainya: penyelenggaraan job fair, 3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
kebekerjaan lulusan Menengah Kejuruan Pembinaan Iulusan SMK. komunikasi dengan lembaga lain yang terkait (sepert, Disnaker), magang, dan penyelarasan kurilulum
SMK Kelembagaan dan
Manajemen
Guru SMIK melakukan B = 1.0102.3.06.0057 | 1.01.02.4.06.0059 B Bimbingan Teknis, Pelalinan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta | Orang industri | 1) Melakukan 'SWIK berdasarkan bidang Kerjayang | 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitaisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokas!
magang di dunia keria dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatinan, danjatau  |Bimbingan Teknis, sebagian bagian dari peningkatan kapasitas dan | relevan. 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Peningkatan Kapasitas Bidang |Magang/PKL untuk Pelatihan, danateu Karir quru 2) Memfasiltasi peningkatan kapasitas guru yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerj. 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Peningkatan Kapasitas | Magang/PKL untuk Pendidikan Menengah
Bidang Pendidikan Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidian yang
dilaksanakar
Prakisi dunia kerja B B 7.01.02.306.0057 | 1.01024.060059 B Bimbingan Teknis, Pelatinan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumian Peserta | Orang Fasiltas! pelaksanaan program prakisi mengajar| 1) Memberikan ) Peraturan Prosiden Rl Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revialisas! Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokas'
yang mengaiar di dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatinan, danjatau  |Bimbingan Teknis, sebagai pemerkayaan pembelajaran siswa 2) Memberlkan duungan dana untuk pelaksanaan prakisiyang mengejar  satuan pendidikan (isainya: untuk honorarm prakt, 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi
SMK Peningkatan Kapasitas Bidang |Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau berbasis dunia kerja penyusunan kurikulum bersama, sertikat siswa) 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Peningkatan Kapasitas | Magang/PKL untuk Pendidikan Menengah.
Bidang Pendidikan Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan
Penggunaan sarana - B 10102306.0017 | 101024060017 , Rehabilitasi Ruang Praktik | Ruang Prakik Siswa yang | Jumiah Ruang Ruang Rehabiltasirenovasilrevitaisasi ruang prakiik | 1) Melakukan Standar industr ) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokas:
prasarana Siswa Terehabiltasi Prakik Siswa yang pesera ik SK beserta peraltan rakdknya | 2) Melkukan renabiltairenoves oang praci peserta dlak seoual dengon stander maus 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan.
pembelajaran selaras Telah Direhabiliasi yang sesuai dengan standar industr 3) Melakukan revitalisasi ruang praktik sesuai dengan standar industri 3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
dengan dunia kerja
B B 701023.06.0033 | 101024060033 B Pengadaaan Alat Prakiik dan | Alat Prakik dan Peraga | Jumlah Alat Prakiik | Paket Pengadaan peralatan praktik penunjang ) Memfasiltasi perlengkapan sarana dan prasarana ol SMIK sesual standar dunia kerja melalul beroagal pembiayaan (seper: APBD, DAK | 1) Peraturan Presiden Rl Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokas!

Peraga Peserta Didik

Peserta Didik yang Tersedia

dan Peraga Peserta
Didik yang Tersedia

pembelajaran bagi SMK sesuai standar industri

Fisik, hibah, atau pembiayaan dunia keja)
2) Melakukan analisis dan i
3) Melakukan berkala guna

bak,

pengadaan akuntabel, dan sesuai regulasi.

pembelajaran dan

2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985

No|  KEomOk | it priortas SPM | Akar Masalah i — S sssan el Cperasion]
Indikator Non Jenjang Nomenklatur Kinerja Indikator satuan Deskripsi Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
Paoua Paoua Barat Pabua Barat
4| Keamanan, 7). Kim keamanan SD__ | Ilim Keamanan: | 1.01.02.3.05.0052 | 1.01.02.4.05.0052 | 101.02.3.06.0045 | 1.01.02.4.06.0045 g Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Sekolah tuan  TKim Keamanan: Fasiltasi peningkatan Kiim Keamanan: 7oy o) emor 12 e 202 e Tk Pdons Klrseon Skl B VI Pocogain, Kearest aen
Kebinekaan, dan 2. kim keamanan SMP | Pemahaman dan Manajemen Sekolat Menengah Atas | [Pendidikan pemahaman dan sistem pelayanan - Melakukan sosialisasi kebijakan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) kepada kepala | Pemantauar
Inklusivtas. 3). Kim keamanan sistem pelayanan Atas [ Sekolah Menengah | Manajemen Sekolah Sekolah Menengah pendampingan kepada satuan pendidikan terkat | sekolah dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK 2)Perauran Pemeinah Nomor 2 Tahun 201 fonang Siander Pelayanan Minimal
4). i keamnaan SMK | pendampingan terkat Kejuruan Menengah Atas / Sekolah | Kejuruan yang keamanan untuk mencegah perundungan, - Mentasitasipembentukan TPPK dan pelaksanaan ugas TPPK i saluan pendidken 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidika
5). Iim kebinekaan SD_ | keamanan untuk Menengah Kejuruan Dilakukan kekeragan seksual, dan hukuman fisik - Merfasiltasi 4) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Fengnapusan Kekarasan Temadap snak
6). Kiim kebinekaan SMP | mencegah Pembinaan - IKiim Kebinekaan Fasiltasi peningkatan - Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program e 5) Peraturan Bersama Nomor 6/X/P! Pembinaan dan
7). Kiim kebinekaan SMA | perundungan, Kelembagaan dan pemahaman dan sistem pelayanan Menyusun peraturan atau teta tertb yang mendukung ikim keamanan di lingkungan satuan pendi 6) Perjanjian Kerja Sama Antara Kemedikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemenag KomenPoA. Kemensos, KPAL Komas
8). iim kebinekean SMK | kekerasan seksual, Meanajemen pendampingan kepada saiuan pendidikan erkait |- Menyiapkan kanal aduan/iaporan apabilaferjac kasus terkat Il keamanan dl ingkungan satuan psnd\d\kzn , dan Komnas Disabilias Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor: 17
9).IKim inklusivitas SO | dan hukuman fisik kebinekaan untuk mencegan diskriminasi XIPKS/2023; Nomor: 400.1.r15470/sJ; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Setmen Birohn /KL.O1 108 12023; Nomor- 4 Tahun 2023;
10).IKiim inklusivitas SMP terhadap ekonomi, gender, fisk, agama, suku, | Iklim Kebinekaan: Nomor: 7 PKSIKPNIF 12023 Namor: 006 KL 0o PKS/X 12023; Namor: 1PKS KND /1012023
1) Kim inklusivitas SMA | klim Kebinekaan: dan budaya - Memfasiltasi diseminasi informasi, modul, dan konten dari Kementerian terkait kebinekaan, a.. Modul Wawasan Kebinekaan Global 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pel
12). Kiim inklusivitas SMK | Pemahaman dan - im Inklusivitas: Fasitasi peningkatan - Melaksanakan sosialisasi dan diskusi bertemakan kebinekaan, a.. gelar wicara, podcast, seminar, ©)Peraturan Wenteri Pendiikn Nasional Nomor 70 Tahun 2009 enlang Pencldian it Pesera Did yang Menmiliki Kelainan
sistem pelayanan pemahaman dan sistem pelayanan - Menyusun peraturan atau tata terlb yang mendukung kebinekaan di lingkungan satuan pendidikan dan Menmiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istim
pendampingan terkait pendampingan kepada satuan pendidikan terkait |- Menyiapkan kanal aduanflaporan apabila terjadi kasus terkait su kebinekaan 7 eraturan Montar Pendldran, Keoudayaan,Risot, an Teknolog Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penganalan Lingkungan Sekoiah
kebinekaan untuk inklusivitas untuk meningkatkan layanan Bagi Siswa Baru
mencegah pendidikan inklusifterutama terhadap peserta as: 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
diskriminasi terhadap p ¥ lintas urusan (SKPD danatau KIL) dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan yang | Pendidikan
ekonomi, gender, mermiliki kecerdasan istimewa dan berbakat | sesuai bagi peserta didik penyandang disabiltas dan cerdas istimewa bakat istimewa 10) Peraturan Menteri Pendiikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
fisik, agama, suku, istimewa diakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas dan Cerdas lsimewa dan Berbaka Istimewa (CIBI)sesuai | Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
dan buda Ketentuan yang berlaku 11) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk
- Menyediakan dukur\gan pe\aksanaan layanan khusus di satuan pendidikan (a.l. anak yang berhadapan dengan hukum, masyarakat adat, Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
IKlim Inklusivitas anak terlantar, dan sejen 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk
Pemahaman dan - Molakkan sosialsasi enigkatan fayanan sauan pondidkan yang ks Peserta Didik Penyandang Disabiltas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan
sistem pelayanar - Menyediakan D (Unit Layanan DI Pendidikan Tinggi.
ndampingan terkait Vonyadiskam aat poraga bl petera did pensemiang diabilios 13) htps:/imerdekadarikekerasan kemdikbud go.d
inklusivitas untuk
layanan pendidikan  [7.01.023.05.0065 | 1.01.02.4.050065 | 1.01.023.06.0058 | 1.01024.06.0065 Pemberian layanan Terlayaninya satuan Jumiah kegiatan | Kegiatan ~Tim Keamanan: Fembenan Tayanan Layanan Pordampingan untl i Kearmanan: 7 Undeng-Undang Nemor 12 Tehn 2022wt T Fasns Korssan Sl b VI Peroegaon, Keoranas. dan
inklusifterutama pendampingan bagi satuan | pendidikan dalam pendampingan bagi pendidikan untuk I i satuan pendidikan yang bebas dari fekerasan ﬂswk kekerasan psikis, perundungan, | Pemantauar
terhadap siswa pendidikan untuk pencegahan | pencegahan perundungan, |satuan pendidiken Tencegah perundungan dan kekerasan seksual |Kekerasan seksual, dan kebusksn yang mengandung Kekerasan dengan memaskan pmentran hk 2)Perautan Pemeinah Nomor 2 Tahun 201 tonang Siander Pelayanan Minimal
disabiltas, sisw: perundungan, kekerasan, dan | kekerasan, dan intoleransi | untuk pencegahan pada anak minimal 1 (satu) k: b) Melak: Wsmbela‘aran di satuan pendidikan. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
cerdas dan berbakat intoleransi undungan bulan ©) Melakukan pomuinan ik dan petko endidikan Peruran residon omer 101 Tahun 2022 onan S NosionlPonghapusa Keerasan Trtadap vk
istimewa kekerasan, dan - Klim Kebinekaan: Pemberian layanan d) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait tata kelola satuan pendidikan yang ks o everseon. 5) Peraturan Bersama Nomor /P Pembinaan dar Usa
intoleransi pendampingan kepada satuan pendidikan untuk 6) Perjanjian Kerja Sama Antara Kemedikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemenag KemenPPA, Kemensos, KPAI, Komnas
mencegah intoleransi, dukungan keberagaman | Layanan Pendampingan untuk Ikim Kebinekaan an Komnas Disabiltas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor. {7
dan mendorong kebhinekaan minimal 1 (satu) d belajaran yang dan intoleransi dengan memasiikan pemenuhan hak | /X/PKS/2023; Nomor: 400.1.r1s47ols.; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Setmen Birohh /KL 01109 12023; Nomor: 4 Tahun 2023;
Kali dalam 6 (enam) bulan anak di satuan pendidikan. Nomor: 07 IPKS/KPNIFO /2023; Nomor: 006 /KL.Oo-PKS/X 12023; Nomor: 18/PKS KND /10 /2023,
- IKlim Inklusivitas: Pemberian layanar b) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan lingkungan belal 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pel
pendampingan kepada satuan pendidikan untuk ) Peratran Wenteri Pendidikan Nasonal Nomor 70 Tahun 2009 enang Pencidian nusi Bagi Pesera Did yang Menmiliki Kelainan
meningkatkan layanan disabilias, cerdas dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istim
kat istimewa, Layanan pingan untuk IKim Inklusivitas 7 Praturan NentetPendidian, Kevudayaan. ise, dan Teknolog Nomor 18 Tahun 2016 ttang Pengeralan Lingkungan Sekaan
disabiltas minimal 1 (satu) kal dalam 6 (enam) dan peserta didik CIBI (Cerdas I dan |Bagi Siswa Baru.
bulan Babakat stinovs) o stuan penwwkan 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
b) M hambatan Pendidikan
o Meskan Seadamik o peningkatan kebutuhan peserta didik CIBI di satuan 10) Peraturan Menteri Pendiikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
pendidikan. Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
d) Melakukan akademik, v Kologis dan sosial satuan pendidkan. | 11) Kepulusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petuniuk
o Vilakukan pondampingan kepada stuan psnmmkan ol e Koo st pendikan yang koot ‘eknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk
Peserta Didik Penyandang Disabiltas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan
Pendidikan Tingg.
13) hitps:/imerdekadarikekerasan kemdikbud. go.d
101023050072 | 101024050069 | 1.01023.06.0057 | 101024.06.0059 g Bimbingan Tekns, Pelalinan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta | Orang ~Iiim Keamanan: Peningkatan kapasitas o ompetensi pendidk dalam rangka pencegahan, 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VIl Pencegahan, Koordinasi, dan
danatau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatinan, dan/atau. |Bimbingan Teknis, pendidik dan tenaga kependidikan terkait penanganan kekerasan serta penguatan kebinekaan dan peningkatan \ayanan yang et s pendidikan. Pemantauan.
Peningkatan Kapasitas Bidang |Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau enan; ! - Melakukan sosialsasi kepada pendidik untuk mengikuti pelatihan mandiri di platform Kemendikdasmen, serta sosialisasi |2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Pendidikan Peningkatan Kapasitas | Magang/PKL untuk kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, | modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, modul Wawasan Kebinekaan Giobal dan modul ROOTS Mandiri 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Bidang Pendidikan Peningkatan sera pembinaan daam rangka pendiken |- Melakukn oordinas dan sosialsas kepada penic ik platto laman | 4) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anzk.
Kapasias Bidang kesehatan kemdikb 5) Peraturan Bersama Nomor 6X/PB/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah,
Pendidikan yang - Kim Kebinekaan: Peningkatan kapasitas - Menyelenggarakan pelatihan kumpelensl pendldlk dalam pendampingan pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas, 6) Perjanjian Kerja Sama Antara Kemedikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemenag, KemenPPA, Kemensos, KPAI, Kormnas
dilaksanakan pendidik dan tenaga kependidikan pencegahan | dan pengelolaan lingkungan sekolah yang kondusif dan inklusif {AM, dan Komnas Disabiltas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor: t7
intoleransi, dukungan keberagaman dan X/PKS/2023; Nomor: 400.1.r1s47ols.; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Setmen Birohh /KL O1109 12023; Nomor: 4 Tahun 2023;
mendorong kebinekaan Nomor: 07 IPKS/KPNIFO /2023; Nomor: 006 /KL.Oo-PKS/X 12023; Nomor: 18/PKS KND /10 /2023,
- im inklusivias: Peningkatan kapasitas 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Mi
pendidik dan tenaga kependidikan untuk ) Poratiran enar Pendiian Naionl Nomor 70 Tahun 2009 arang P i Bag Pesers ik yang Memiliki Kelainan
peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan dan Memiliki Potensi Kecerdasan danfatau Bakat Istimew
berbakat istimewa, dan penerimaan disabiltas 7)Peraturan Montoi Pendldkan, Kebudayaan, Risl, an Teknlogi Norr 18 Tahun 2016 entang Penganalan Lingkungan Sekoah
Bagi Siswa Baru
9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan
10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan i Lingkungan Satuan Pendidikan
11) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodas! yang Layak untuk
Poserta Didik Penyandang Disabiltas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan
Pendidikan Tingg
13) https:/imerdekadarikekerasan kemdikbud go.d
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan | 1. Melakukan identifikasi pendidik berkaltan dengan pemahaman pembelajaran peserta didik penyandang disabillas 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan. Risel dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan
pendidi tralt pembelaaran unuk peserta |2 Molakkan koorinas dan diskus deﬂgan Unit Layanan Disabilias (ULD) kekerasan dilingkungan satuan pendidikan
didik penyandang disablltas dengan 3. Mendorong untuk peserta didik 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodas! yang Layak untuk Peserta Didik
bekerjasama dengan Unit Layanan Disabilitas 4. Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan
(ULD) Pendidiken 5. Melakukan supervii dan evaluasi LemMsp eiathan/bimbingan ks ke pembeljran ontk poseta Gk penyandang isabilias bag! | Tingg
pendidik dan tenaga kependidikan 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
arakler peserta didlk | 101023050061 | 101024050061 | 101023060054 | 101024060054 “Advokasi Kegiatan Dokumen Sosialisasi dan advokas| penguatan pendidikan |- Menyusun kebijakan turunan penguatan pendidikan karakler melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebal, sepertl 7) Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Kebijakan Bidang Pendidikan  |sosialisasi dan advokasi | sosialisasi dan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak |a.. Pemberdayaan Catur Pusat Pendidikan (Satuan Pendidikan, Keluarga, Masyarakat dan Media) 2) Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
Kebijakan di bidang advokasi kebijakan Indonesia Hebat b. Kegiatan penean FPa ety () enam pogiAvk ndonesaHebat miima sl la semingou () Menyonyian g 3) Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
Pendidikan di bidang Indonesia R ta tanah air; dan (i) keyakinan memohon 4) Surat Edaran Bersama Kemendikdasmen, Kemendagri, dan Kemenag Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Pendidikan yang kelancaran pembe\a‘aran dan memperkuat nila spiritual dan tolerans antarpeserta didik melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan
dilaksanakan & Gerskan Kepancuin dan lstkriaer iy
S Mamuran: dvokasi Anak Indonesia Hebat kepada stakeholder pendidikan
101023050052 | 101024050052 | 1.01023.06.0045 | 101024.06.0045 B Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jurmiah Sekolah ~Welakukan e satuan penguatan pendidikan karakler melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia
Manajemen Sekolah Menengah | Kelembagaan dan Menengah Atas | [Pendidikan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat | Hebat
Atas | Sekolah Menengah | Manajemen Sekolah Sekolah Menengah - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia
Kejuruan Menengah Atas / Sekolah | Kejuruan yang Hebat dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik yang dilaksanakan di satuan pendidikan paling sediki 1 (satu) kal dalam
Menengah Kejuruan Dilzkukan hun.
Pembinaan Fasiitas! panguatan peran Bimbingan Konseing |- Melakulkan pemelaan keberadaan guniperan BK di satuan pendiikan e o 11 T 20 ¢ tang g don Koelnboda Penaian Oavr o penan venergan
Kelembagaan dan di satuan pendidikan - Melakukan koordinasi peningkatan peran BK di satuan pendidikan ompetens Lulusan p Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikn
Manajemen - Melakukan supervisi dan evaluasi peran BK di satuan pendidikan Dasar, dan Jenjang Pentrthan Wenenah
3) Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
101023050072 | 101024050069 | 101023060057 | 101.02.4.06.0059 - |Bimbingan Teknis, Pelatinan, | Terlaksananya Bimbingan _|Jumiah Peseria | Orang Peningkatan kemampuan - teknis kepada pendidikan untuk konseling | 1) No. 111 Tahun 2014 tentang Bimibingan dan Kunsehng pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatihan, danjateu  |Bimbingan Teknis, satuan bakat anak dalam mendukung proses pembelajaran 2 ulusan p Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikn

Peningkatan Kapasitas Bidang
Pendidikan

Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas
Bidang Pendidikan

Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan

pendidikan

Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
3) Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru



https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16U_U03DBh2gnyU9LUh0WB3o1R5nNeTWnRYim9UBwxN0/edit?gid=473509985#gid=473509985
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c. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Permendagri No 59 Tahun 2021

Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

1 > o
2 < Z
2 |98 | = z =
No. ) = Z < < < Keterangan
Jenis Pelayanan Dasar > 3 o 8 % Q NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
& Z iz e <
a? g é’: o X Q
5 | 8o ®
1 |Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1 02 02 2.02 0001 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2 ggiﬁ:an Kesehatan —lbul 02 02 | 2.02 | 0002 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3 E:rllai?/anan Kesehatan Bayi Baru 1 02 02 2.02 0003 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4 |Pelayanan Kesehatan Balita 1 02 02 2.02 0004 |[Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
S Pendidikan Dasar 1 02 02 2.02 0005 Pendidikan Dasar
6 gelzyin?n Kesehatan Pada Usia y 02 02 202 0006 IIzendgello_:raan Pelayanan Kesehatan pada Usia
rodukti : rodukti Peraturan Menteri Kesehatan RI
7 |Pelayanan Kesehatan Pada Usia| 4 02 02 2.02 | 0007 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut| Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Lanjut Standar Teknis Pemenuhan Mutu
8 Pelayanan Kesehatan Penderita 1 02 02 202 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Pelayanan Dasar pada Standar
Hipertensi : Hipertensi Pelayanan Minimal Bidang
Pelayanan Kesehatan Penderita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Kesehatan
9 (. ) 1 02 02 2.02 0009 |(-. .
Diabetes Melitus Diabetes Melitus
10 Pelayanan kese.r'\atan orang y 02 02 202 0010 Pengelolaanl Pelayanan Kesehatan Orang dengan
dengan gangguan jiwa berat Gangguan Jiwa Berat
11 Pelayanan kese.hatan orang y 02 02 202 0011 Pengelolaa'n Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
terduga tuberkulosis Tuberkulosis
Pelayanan  kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi virus
12 lyang melemahkan daya tahan 1 02 02 2.02 0012 Pgr)gelola'an Pe!ayanan Kesehatan Orang dengan
. Risiko Terinfeksi HIV
tubuh manusia (Human

Immunodeficiency Virus)




d. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Permendagri Nomor 59 Tahun

Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

2021
5 5
No. c 2 £ E © Keterangan
Jenis Pelayanan Dasar a % > 3 5 Nomenklatur
[t o o X
= 5 a > 2
°© >
0 n
1 | Pengelolaan dan Pengembangan 1 03 03 201 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Penyediaan Air Minum ' Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
1 03 03 2.01 0024 |Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air|
Minum (SPAM)
1 03 03 201 0028 Per_nbangunar? Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
1 03 03 201 0022 Pembanggnan Slstem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Bukan Jaringan Perpipaan
1 03 03 201 0026 Per.ungkatan Slstem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
1 03 03 201 0033 Optlmallsq5| Slstem. Penyediaan Air Minum (SPAM)
Bukan Jaringan Perpipaan
1 03 03 201 0032 Per.luasan Sl.stem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem
1 03 03 2.01 0034 Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1 03 03 2.01 0027 Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem
1 03 03 2.01 0030 [|Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 03 201 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air,

Minum (SPAM)




Permendagri Nomor 59 Tahun

Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

2021
5 5
No. c > = 5 © Keterangan
Jenis Pelayanan Dasar g g ’g) -% én Nomenklatur
= S o & 2
© >
&0 n
1 03 03 201 0031 Op’FlmallsaS| Slstem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
2 | Pengelolaan dan Pengembangan 1 03 05 201 | 0045 |Penvusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Air Limbah Domestik dalam ' Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Daerah Kabupaten/Kota 1 03 05 201 0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
' (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
! 03 05 2.01 0022 (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 0023 J(SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis
Masyarakat Peraturan Menteri
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik] Pekerjaan Umum dan
! 03 05 201 1 0024 (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Perumahan Rakyat RI
1 03 05 201 0028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik tNotmor 183’: Ta(njhunT222?>
' (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Se;'\j‘rgda:n Paerke?'ar;lz
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Umum dagn BidarJ19
1 03 05 2.01 0027 J(SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Perumahan Rakyat
Masyarakat
1 03 05 2.01 0044 ]Penyediaan Unit pengolahan setempat
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
! 03 05 2.01 0029 (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
! 03 05 2.01 0025 (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
1 03 05 2.01 0040 JPengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik (SPALD)




Permendagri Nomor 59 Tahun

Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

2021
3 5
No. c > = 5 © Keterangan
Jenis Pelayanan Dasar g g ’g) -% én Nomenklatur
= S o & 2
© >
&0 »n
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana
1 03 05 2.01 0043 [|Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem
1 03 05 2.01 0026 |Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah
Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
! 03 05 2.01 0038 Limbah Domestik (SPALD)
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 0020 |(SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis
Masyarakat
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
! 03 05 2.01 0030 (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 0032 (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 0031 (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
1 03 05 2.01 0037 JPenyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1 03 05 2.01 0033 [JPenyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
1 03 05 201 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT)
1 03 05 2.01 0021 |Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1 03 05 2.01 0019 [|Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1 03 05 201 0034 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Domestik (SPALD) Desa




e. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Permendagri Nomor 59

Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

Tahun 2021
S c
w 8
No. c 3 £ IS ® Keterangan
Jenis Pelayanan Dasar S ?» ’ga g é’ Nomenklatur
= 5 o N4 a
© >
foal n
1 | Penyediaan dan rehabilitasi 1 04 02 201 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Peraturan Menteri
rumah yang layak ' Sebelumnya yang Belum Tertangani Pekerjaan Umum dan
huni bagi korban bencana 1 04 02 2.01 | 0004 |Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Perumahan Rakyat Nomor
kabupaten/kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi 13 Tahun 2023 tentang
1 04 02 2.01 0008 i Standar Teknis Standar
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Pol Minimal Bid
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana € ayangn inimal Bidang
1 04 02 2.01 0009 Kabupaten/Kota B.dPekegaan Urr:]umF;jakn t
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban \aang Ferumanan Rakya
1 04 02 2.01 0010
Bencana Kabupaten/Kota
1 04 02 202 0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1 04 02 202 0004 Pempentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan
Fasilitator
1 04 02 2.02 0006 |Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1 04 02 2.03 0001 JRehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1 04 02 2.03 0004 |Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1 04 02 203 0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
1 04 02 203 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
1 04 02 204 0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
1 04 02 204 0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana

Kabupaten/Kota




Permendagri Nomor 59

Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

Tahun 2021
5 5
No. = 2 £ 8 © Keterangan
Jenis Pelayanan Dasar 2 ?3) 'ga -% E’ Nomenklatur
= 5 o < 2
© >
el n
2 | Fasilitasi penyediaan rumah Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi
yang layak huni bagi 1 04 02 2.01 0002 Perumahan
masyarakat yang terkena Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan
relokasi program 1 04 02 2.01 0006 Rumah Khusus
Pemerintah Daerah T ; ; ;
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena
kabupaten/ kota. 1 04 02 201 | 0007 Jgelokasi Program Kabupaten/Kota
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi
1 04 02 2.02 0007 Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 02 202 0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota
1 04 02 202 0009 Sosialisasi Pgngembangan Perumahan Baru dan Mekanisme
Akses Pembiayaan Perumahan
1 04 02 202 0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak
1 04 02 2.03 0008 Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak
! 04 02 2.03 0009 Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat
1 04 02 2.03 0011 yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 02 204 0003 Pelaksapaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 02 204 0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang

Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota




f. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Trantibumlinmas Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Permendagri No 59 Tahun 2021

Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

x 4
> Zc P
2 | g3 | = z =
No 2 x5 & = = Keterangan
' Jenis Pelayanan Dasar > (:D) o0 8 (<_§ (,_,-3 NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
12
% ZZ o v m
c |82 :
) o @ @
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman| Peraturan Menteri Dalam
1 05 02 2.01 0008 Masyarakat Negeri Nomor 101 Tahun
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja nggisstlgglt:?nitnagias;r
1 05 02 2.01 0010 |Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP dan Uiji y
Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan
Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi Bencana Daerah
1 05 02 2.01 0012 [untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol Kabupaten/Kota,
PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan Peraturan Menteri Dalam
: : ; Negeri Nomor 114 Tahun
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan
1 05 02 2.01 0013 Masyarakat T2£1§ tsnltang Stagdar
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja P:dglsétaigg?g?e?ay:::r:
1 05 02 2.01 0014 dan. Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Minimal Sub Urusan
Satlinmas
Kebakaran Daerah
1 |Pelayananan  Ketenteraman dan ) 05 02 201 | 0017 |Penvediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak| Kabupaten/Kota, dan
Keteriban Umum Kabupaten/Kota : Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | peraturan Menteri Dalam
1 05 02 201 | 0o1s |Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Negeri Nomor 121 Tahun
: Ketentraman dan Ketertiban Umum 2018 tentang Standar
: : e - Teknis Mutu Pelayanan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 0025 g P grral Dasar Sub Urusan
Ketentraman dan
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan i )
1 05 02 2.02 0005 Peraturan Kepala Daerah Keterhbgn L_Jmum di
- Provinsi dan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kabubaten/Kota
1 05 02 2.02 0006 |Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, P

Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
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Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan
1 05 02 2.02 | 0011 [Peraturan Kepala daerah
1 05 02 2.03 0006 |Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
. . 1 05 03 2.01 0007 |Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman
Pelayanan informasi rawan
2 Bencana)
bencana — : :
1 05 03 201 0008 Respon. Cgpgt Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah
Zoonosis Prioritas
1 05 03 202 0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
1 05 03 202 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota
Pelayanan pencegahan dan 1 05 03 202 0026 Pen'genc.iallan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
3 SO Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
kesiapsiagaan terhadap bencana
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan
1 05 03 2.02 0015 Terhadap Bencana kabupaten/kota
1 05 03 2.02 0022 |Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
1 05 03 2.02 0018 |Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
1 05 03 2.03 0001 |Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/WWabah
1 05 03 2.03 0002 |Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
4 Pelayanan penyelamatan dan 1 05 03 2.03 0003 Kabupaten/Kota
evakuasi korban bencana i isti i
1 05 03 203 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
1 05 03 2.03 0012 |Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
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1 05 04 2.01 0001 |Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
1 05 04 2.01 0002 Kabupaten/Kota
1 05 04 201 0003 EZEZiI:rr::tan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran
! 05 04 2.01 0004 dalam Daerah Kabupaten/Kota
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
1 05 04 2.01 0005 Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran
1 05 04 2.01 0022 dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
1 05 04 2.01 0026 Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan
1 05 04 2.04 0001 |Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
1 05 04 204 0002 Eg;nabkzr:;unkan dan Pembinaan Relawan Pemadam
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam
1 05 04 2.04 0003 Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
5 Pelayanan  Penyelamatan  dan
evakuasi korban kebakaran 1 05 04 204 0005 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam
' Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
1 05 04 204 0006 Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
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1 05 04 204 0007 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam
Kebakaran
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada

1 05 04 2.05 0001 |Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau
Mengancam Keselamatan Manusia
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan

1 05 04 2.05 0002 |Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap

1 05 04 2.05 0004 |Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan

1 05 04 2.05 0005 |Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

1 05 04 205 0006 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non

Kebakaran
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Tahun 2021
No c|l2|E|s ©
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Jenis Pelayanan Dasar S| 2> 2 Nomenklatur
Sl s|lalL| o
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e n
1 |Rehabilitasi Sosial 1 [ 06|04 |2.01 0001 ([Penyediaan Permakanan
Dasar Penyandang 1 106|04]2.01 0002 |Penyediaan Sandang
Disabilitas Terlantar, 1 106| 04 ]2.01 0003 [Penyediaan Alat Bantu
Anak Terlantar, Lanjut | 1 | 06 | 04 |[2.01] 0004 |[Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Usia Terlantar, serta 1 [ 06|04 [2.01 0005 |[Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Gelandangan | 1]06[042.01 0006 |Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Seraturan Menteri
Pengemis di Luar Panti Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta eraturan vienter
Sosial . Sosial Rl Nomor 9
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Tahun 2018
1 106]|04]2.01 0008 [Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar tentang Standar
1 106]|04]2.01 0009 |Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Teknis Pelayanan
1 106|04]2.01 0010 |Pemberian Layanan Kedaruratan Dasar pada
1 106| 04 [2.01 0011 [Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Standar Pelayanan
1106 |04[2.01 0012 [Pemberian Layanan Rujukan S'V“”_'Ta'_ BDldangh
1106]|04]2.01 0014 [Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang osia .d' ~acra
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Provinsi dan
’ . ’ ! ’ kabupaten/Kota
Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota
2 |Perlindungan dan 1 106]| 06 |2.01 0001 |Penyediaan Makanan
Jaminan Sosial pada 1 106| 06 |2.01 0002 |Penyediaan Sandang
saat dan setelah 1 | 06| 06 |2.01 0004 |[Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
tanggap darurat 1 106] 06 |2.01 0005 |Pelayanan Dukungan Psikososial
bencana bagi Korban 1 1 06]06[2.01 0007 |Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi




